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BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 28 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2024 - 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan
Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah
menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan
dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April
Tahun 2023;

c. bahwa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sebagai dokumen perencanaan Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk periode 3
(tiga) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, hurufb dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679) ; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
10); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 



Men etapkan 

18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

19 . Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 
tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan 
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 
Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru; 

20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-
2026. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang di:i;naksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2 . Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati 

Pasuruan. 
3 . Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD 
adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2005-2025. 

6 . Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah 
Ren ca.--ia Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

7 . Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. 

8. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 
selanjutnya disingkat Renstra DPMD adalah dokumen perencanaan DPMD 
untuk periode 3 (tiga) tahun. 

9. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya 
disingkat Renja DPMD adalah dokumen perencanaan DPMD untuk periode 1 
(satu) tahun. 



BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA DPMD 

Pasal 2 

(1) Renstra DPMD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

(2) Renstra DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai 
pedoman bagi DPMD dalam menyusun Renja DPMD. 

Pasal 3 

Sistematika Penulisan Renstra DPMD disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN; 
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DPMD; 
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMD; 
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN; 
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA 

PENDANAAN; 
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; 
BAB VIII : PENUTUP. 

Pasal 4 

Renstra DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Kepala DPMD wajib melaksanakan Renstra DPMD dalam rangka mendukung 
capaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 
2024-2026. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(1) Kepala DPMD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan dan hasil Renstra DPMD. 

(2) Kepala DPMD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan 
yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan serta Penelitian 
dan Pengembangan. 



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7
Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DPMD Tahun 2027, Renstra
DPMD Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acua...--i untuk menyusun 

Renja DPMD Tahun 2027.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Ka. Bappelitbangda 

KepalaDPMD 

Kabag. Hukum

Sekretaris DPMD 

Kabid PPM 

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 28

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



PENJELASAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 28 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

KABUPAT�N PASURUAN TAHUN 2024 - 2026 

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sarnpai pada akhir tahun 

perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan 

yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra DPMD, 

sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu 

dokumen Renstra DPMD harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan 

daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, 

kegiatan dan subkegiatan berikut indikatomya. 

Dalam rangka penyusunan Renstra DPMD dan Renja DPMD, DPMD 

melakukai"l koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengai"l para pemangku. 

kepentingan, selain itu penyusunan Renstra DPMD dilakukan dua minggu 

setelah penetapan penyusunan RPD. 

Adapun tahapan penyusunan Renstra DPMD meliputi, Persiapan 

Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, 

Pelaksanaan Forum DPMD/lintas Renstra DPMD, Perumusan Rancangan 

Akhir dan Penetapan Renstra. 

Renstra DPMD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan 

subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan wajib dfl.Il/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan 

tugas dan fUJ;igsi setiap DPMD yang disusun berpedoman kepada RPD dan 

bersifat indikatif. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 



Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);

2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat

Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7 

Dokumen Renstra DPMD Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan 

sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DP!vfD Ta.bun 2027 sebelum 

Renstra DPMD Tahun 2027-2031 disusun dan ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 117  



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

KABUPATEN PASURUAN 

RENSTRA 
(RENCANA STRATEGIS) 

TAHUN 2024-2026 

DINAS PEMBERDAVAAN MASVARAKAT DAN DESA 
JI. Raya Raci KM. 9 Bangil - Pasuruan 

Telp {0343) 749035 



KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, 

taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024-2026 yang telah berhasil diselesaikan dengan merujuk pada 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 

Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. 

Penyusunan ini sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 52 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota yang masa 

jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 - 2026 yang selanjutnya disebut 

sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 - 2026, 

serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun 

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 - 2026. 

Rencana Strategis DPMD Kabupaten Pasuruan disusun untuk 

mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, 

khususnya dengan memuat indikator kinerja (peiformance indicatory untuk 

mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan 

"Pemberdayaan Masyarakat dan Desa" yang akan menjadi acuan dan dasar 

dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja DPMD 

Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. 

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih 

belum sempuma, untuk itu kami mengharapkan masukan positif dari semua 

pihak. 

Akhimya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode 

Tahun 2024-2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi DPMD Kabupaten 

Pasuruan. 

Pasuruan, 2022 
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 
KABUPATEN PASURUAN

                 ttd.

RIDO NUGROHO, S.Sos. 
Pembina Tingkat I 
NIP. 196802 1 198809 1 001 
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1.1 Latar Belakang 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 28 TAHUN 2023

TANGGAL  11    APRIL    2023

BABI 

PENDAHULUAN 

Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara 

nasional pada tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 

tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan diundangkannya Undang-undang 

Nomor 14 Tahun Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-undang 

Nomor 15 Tahun Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Undang­

undang Nomor 16 Tahun Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, 

maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman 

penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rancangan penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD), diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya 

berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah 

Daerah Tahun 2024 - 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota Tahun 2024 - 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah 

untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 - 2026. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan 

tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang 

diberikan oleh Bupati. Susunan Organinasasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pasuruan tertuang dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang mulai berlaku pada tanggal 

diundangkannya, tanggal 31 Desember 2021. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat 

melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan 

masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu 

dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal 

yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat 

guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat 

pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya 

1 



pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai 

tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi sehingga 

pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek 

bukan sebagai obyek. 

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwe~ang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu 

keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri . 

Keberdayaan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses 

terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksessibilitas yang 

tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagai Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang 

memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan 

desa di Kabupaten Pasuruan. 

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Barn, maka disusun 

rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 

2024 - 2026. 

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan 

merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan merupakan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pasuruan yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja 

(Renja) Dinas Pemberdayaan masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan yang disusun setiap 

tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya 

ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Pasuruan. 

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh 

program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin 

dicapai sampai dengan Tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala 

yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan 

dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksnakan sampai dengan Tahun 

2026. 

Proses Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pasuruan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baro. 
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Tahapan penyusunan Renstra diawali dengan Tahap Persiapan Penyusunan 

(Pembentukan Tim Renstra, Penyususnan Agenda Kerja Tim Renstra , pengumpulan data 

dan informasi), Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis 

gambaran pelayanan, analisis renstra KIL dan Kab, perumusan isu strategis, tujuan sasaran, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui 

diskusi antar pemangku kepentingan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Penyususnan 

Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Bupati Pasuruan. 

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk 

melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pasuruan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi 

Pemerintah. 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pasuruan mengacu pada Peraturan Perudang-Undangan yang berlaku sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan -

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan 

dan Pembubaran BUMDesa; 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 

Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan SDA 

Desa; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka.Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun; 

20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional; 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verfikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 

Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru; 

23 . Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / 

Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/II/2012, 

Nomor : SE33/MK.02/2022, Nomor: 050/43794/SJ, Nomor: SE/46/MPP-PA/II/2012 

tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarustamaan Gender (PUG) melalui 

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025; 

25 . Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 202116 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023; 

27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026; 

28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan; 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024 - 2026 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan 

program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 adalah untuk : 

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 

ke dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

2. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 

ke dalam tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program kerja operasional Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

3. Menyediakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 

2024-2026 sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; 

4. Memberikan gambaran kinerja pelayanan Perangkat Daerah, mengetahui kelemahan, 

kekuatan, tantangan dan peluang Perangkat Daerah dalam pengembangan pelayanan 

sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktifitas serta menjamin 

efektifitas penggunaan sumberdaya organisasi. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarak:at dan Desa Tahun 2024-2026 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BABI PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

1.3 . Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELA YAN AN DIN AS PEMBERDA Y AAN MASYARAKA T 

DANDESA 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

danDesa 

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

2.5. Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberian 

Pelayanan 

BAB ID PERMASALAHAN DAN ISU STRA TEGIS DIN AS PEMBERDA Y AAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

3 .1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

3.2. Isu Strategis 

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRA TEGIS DINAS PEMBERDA Y AAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

4.2. Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
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BAB V STRATEGI DAN ARAB KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKA T DAN DESA 

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN DINAS PEMBERDA Y AAN MASY ARAKA T DAN DESA 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

7.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 - 2026 melalui Indikator 

Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 

2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARANPELAYANAN 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa 

Sebagaimana Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan, dimana disampaikan bahwa 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 

di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa, serta tugas pembantuan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan 
Sesuai Peraturan Bupati Nomor 151 Tabun 2021 

I DINAS PEM8ERDAVAAN MASVARAKAT I 
DANDESA 

. 
SEKRET ARIAT I I I 

- - - - - - - - - - , 
I I 

KELOMPOK JA&AT..,.,, FUNG$10 NAL sue KOO ROINAT O R 

I I I $ U6 MGIAN SUS &AGIAN DAN K ELOMPOK 

UMUM OAN KEt.J.ANGAN JA&AT AH FUNGSI ON.Al. 

I I I K EPE GAWAIAN I I I 

I I I I 
810ANG BINA BIO.A.NG BINA 

Pf:MBERDAYAA.N PENGEMBANGAN B IOANG BINA Bl DANG BINA KEUANGAN 
KflfM6AGAAN D,t..N POTENSI DE'S.A DAN PEMERINTAHAN OE SA DAN KEKAYAAN DESA 

PARTISPASI MASYARAKAT KELUAAHAN 

: I 
I 

I I 
I I I I 

SUB KOOROINATOR SUB KOOROINA.TOR SUB KOORDINATOR sue KOO ROINATOR 
DAN KELOMPOK DAN KElOMPOK DAN KELOMPOK DAN KfLOMP OK 

JA&ATAN FUNGSIONAL JA6ATAN FUNGSIONAL JA&ATAN fUNGSIONAL JA&ATAN FUNGSIONAL 

I I I I I I I I I I I I 

I UPT I 

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan 

meliputi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi 

Masyarakat, Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan, Bidang Bina 

Pemerintahan Desa, Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa, DPT, serta Kelompok 

Jabatan Fungsional. 
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1) Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai 

tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 

di Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat. 

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan 

Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan penguatan kelembagaan dan pengembangan manajemen 

pembangunan partisipatif; 

b. pelaksanaan koordinasi musrenbangdes dan sinkronisasi perencanaan 

pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten; 

c. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap evaluasi perkembangan desa dan 

partisipasi masyarakat desa/kelurahan; 

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat 

dan partisipasi masyarakat; 

e. pelaksanaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

2) Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di 

Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan. 

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan 

Kelurahan mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan pengembangan potensi desa dan kelurahan; 

b. perumusan kebijakan pengembangan usaha ekonomi desa dan kawasan 

perdesaan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG); 

c. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama antar desa dan pendataan profil desa / 

kelurahan; 

d. pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat; 

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan potensi desa dan kelurahan; 

f. pelakasanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

3) Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas merencanakan, melakanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Pemerintahan Desa. 

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai 

fungsi : 

a. perumusan pedoman dan petunjuk tehnis penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan desa, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa; 

b. pelaksanaan pengkajian dan penanganan permasalahan penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 

c. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk tehnis pengelolaan administrasi 

dan tata perundangan desa; 

d. pelaksanaan monitoring dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas 

kelembagan dan aparataur pemerintahan desa; dan 

e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

4) Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina 

Keuangan dan Kekayaan Desa. 
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Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa 

mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa; 

b. pelaksanaan koordinasi penerapan pendampingan pengelolaan keuangan dan 

kekayaan desa; 

c. pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana dan 

prasarana desa; 

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan dan 

kekayaan desa; 

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendampingan desa; 

f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Pasuruan perlu didukung dengan adanya sumber daya, keberadaan 

jumlah sumber daya yang dimiliki akan mempengaruhi keberhasilan tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan. 

Keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masarakat dan 

Desa dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

2.2.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

a. Komposisi Status Kepegawaian 

Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan sebanyak 43 orang yang terdiri dari : 

PNS = 31 orang 

PTT 2 orang 

THL 10 orang 

• PNS • PTT • THL 

b. Komposisi Jabatan PNS 

OJabatan Fungsional Umum 

■Jabatan Struktural 

Jumlah 
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Komposisi pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pasuruan yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 13 orang dan jabatan 

struktural 8 orang. 

c. Nilai Indeks Profesionalisme ASN 

Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari Nilai Indeks Profesionalisme ASN, 

dimana untuk menentukannya dengan pengukuran 4 Dimensi, yaitu :Kualifikasi, 

Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. 

Komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Nilai 

Indeks Profesionalisme ASN, sebagai berikut: 

INDEKS PROFESIONALITAS ASN 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

NILAI JUMLAH 

0- 20 - ORANG 

21-40 3 ORANG 

41 - 60 15 ORANG 

61-80 9 ORANG 

81-100 - ORANG 
Data : DPMD Maret 2023 

Berdasarkan nilai IP ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatas 

yang masih dibawah 80, sehingga perlu adanya Bimbingan Teknis dengan tujuan 

untuk meningkatkan SDM, sehingga tugas dan fungsi Dinas dapat terlaksana 

dengan baik. 

d. Komposisi Eselon PNS 

Data Per 2 Januari 2022 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

hanya ada 8 ( delapan) Pejabat Struktural, yaitu pejabat struktural eselon 2 ada 1 

(satu) orang, pejabat struktural eselon 3 ada 5 (lima) orang dan pejabat struktural 

eselon 4 ada 2 (dua) orang. Sedangkan 13 (tiga belas) orang pejabat yang semula 

eselon 4 berdasarkan Peraturan Bupai Pasuruan No. 151 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Sususnan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disesuaikan sebagai pejabat 

fungsional, dan 14 staf pelaksana menjadi fungsional umum. 

e. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 2.2.2. 

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Eselon PNS 
Pendidikan 

SD SLTP SLTA SMK Dl D2/D3 Sl 
1 Kepala Dinas . - - - - - 1 

2 Sekretaris - - - - - - -
3 Kepala Bldang - - - - - - -
4 Kepala Sub Bagian - - - - - - 2 

5 Jabatan Fungsional - - - - - - 7 

6 Fungsional - 1 3 - - - 6 

7 PTT - - - - - - 2 

Jumlah Pegawai - 1 3 - - - 18 

S2 S3 
Jumlah 

- - 1 

1 - 1 

3 - 3 

- 2 

6 - 13 

1 - 11 

- - 2 

11 - 33 
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Jumlah SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pasuruan per Nopember 2022 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, dengan 

pendidikan terakhir S2 sebanyak 11 orang, S 1 sebanyak 18 orang, SL TA 3 orang 

dan SMP sebanyak 1 orang. 

Dilihat dari tingkat pendidikannya maka Sumber daya aparatur Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sudah cukup baik 
karena 87,88% (29 orang) berpendidikan terakhir Sl-S2. 

f. Komposisi Pendidikan PNS dan PTT 

Tabel 2.2.3. 

No. Eselon PNS Jumlah ( Orang) Persentase (%} 

1 SD - 0 

2 SLTP 1 3 
3 SLTA 3 9 

4 S1 18 55 

5 S2 11 33 
Jumlah Pegawai 33 100 

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Pasuruan per Nopember 2022 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang 

memiliki 33 aparatur dengan latar belakang pendidikan terakhir hampir 

seluruhnya SI dan S2 dengan persentase tiap jenjang pendidikan sebagaimana 

Tabel diatas. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang dimiliki 

dapat mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan. 

Grafik 2.1 

Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan 
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□ Kondisi Pegawai 

■ Kebutuhan Pegawai 

Jika dibandingkan antara kondisi jumlah pegawai dengan kebutuhan 

pegawai yang dihubungkan dengan analisis beban kerja kurang memenuhi. Rata -

rata jumlah pegawai tiap bidang barn tercukupi sekitar O - 60% dari kebutuhan. 

Kondisi tersebut disiasati dengan merekrut tenaga non ASN agar dapat 

mengoptimalkan kinerja. 
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2.2.2. Sumber Daya Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

Sumber Daya Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat 

dilhat dari perkembangan sumber daya anggaran mulai Tahun 2022 s/d 2023 

sebagaimana tabel di bawah ini : 

No. Nama Program 
Tahun Anggaran 

Ket. 
2022 2023 

1. Program Penunjang Urusan 6.160.228.826 5.950.588.036 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

2. Program Penataan Desa 9.630.000 15.000.000 

3. Program Peningkatan 605.350.000 25.000.000 
Kerjasama Desa 

4. Program Administrasi 13.892.223.848 10.475.651.448 

Pemerintahan Desa 
5. Program Pemberdayaan 2.624.257.500 1.465.000.000 

Lembaga Kemasyarakatan 
Lembaga Adat dan Masyarakat 
HukumAdat 

JUMLAH ANGGARAN 23.291.690.174 17.931.239.484 

Perkembangan sumber daya anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa dapat dilihat pada diagram berikut : 

Diagram Fluktuasi Anggaran Program 
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

■ Total Anggaran 

2022 2023 

2.2.3. Sumber Daya Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

Dalam mendukung keberhasilan capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa juga didukung dengan sarana prasarana yang ada. Sarana yang 

ada dan mendukung operasional di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu 

peralatan komputer dan kelengkapannya, serta sarana kendaraan dinas. Kondisi sarana 

peralatan komputer sampai saat ini ada yang baik, kurang baik, dan bahkan banyak unit 

yang sudah rusak. Dengan perkembangan teknologi, saat ini banyakpencapaian kinerja 

dan tupoksi Dinas yang menggunakan aplikasi, sehingga memerlukn sarana Laptop 

dan komputer yang lebih banyak dengan spesifikasi yang lebih canggih. 
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Jumlah dan kondisi sarana kendaraan dinas operasional di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut : 

No Tahun Jenis Merk Kondisi 
1 1995 Station Wagon R4 Suzuki STl 60 FUTURA Rusak 
2 1995 Station Wagon R4 Toyota - Kijang KurangBaik 
3 1997 Sepeda Motor R2 Suzuki RC 100 KurangBaik 
4 1998 Sepeda Motor R2 Honda Astra, Supra KurangBaik 

5 1998 Sepeda Motor R2 Honda Astra ClO0M KurangBaik 
6 2006 Jeep R4 Nissan Terrano Kingsroad KurangBaik 

7 2009 Station Wagon R4 Toyota Avanza Baik 

8 2009 Sepeda Motor R2 Honda Supra X Baik 

9 2009 Sepeda Motor R2 Honda Blade Baik 

10 2009 Sepeda Motor R2 Honda Supra X Baik 

11 2009 Sepeda Motor R2 Bajaj Baik 

12 2009 Sepeda Motor R2 HondaRevo Baik 

13 2009 Sepeda Motor R2 HondaRevo Baik 

14 2010 Sepeda Motor R2 Suzuki 100 Rusak 

15 2010 Sepeda Motor R2 Yamaha V-IXION Baik 

16 2011 Station Wagon R4 Suzuki APV Baik 

17 2012 Station Wagon R4 Toyota Avanza Veloz Baik 

18 2013 Station Wagon R4 Kijang Innova V M Baik 

19 2015 Sepeda Motor R2 Kawasaki, LX 150G Baik 
20 2015 Sepeda Motor R2 Kawasaki, LX150G Baik 

21 2017 Station Wagon R4 Toyota Rush 1,5 S A/T Baik 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana kendaraan operasional di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejumlah 21 unit, sampai saat ini dalam kondisi 

baik 14 unit sedangkan kondisi kurang baik sejurnlah 7 unit. Dengan kondisi sarana 

yang ada, maka perlu adanya penambahan sarana transportasi, baik R4 maupun R2 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas - tugas di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. Apalagi di salah satu bidang ada yang sampai saat ini belum di 

tunjang dengan kendaraan dinas operasional yang memadai. Kendaraan dinas jenis jeep 

1 (satu) unit, saat ini digunakan untuk operasional tenaga pendamping desa. 

Sedangkan prasarana yang mendukung pelaksanaan kinerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan adalah Gedung Kantor 

dengan Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretaris, Ruang Kerja Staf dan Ruang Rapat. 

Ruang rapat yang ada terlalu sempit sehingga kurang memenuhi syarat, mengingat 

lingkup pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 341 Desa. 

Sehingga perlu adanya prasarana gedung kantor yang lebih memadai beserta ruangan­

ruangannya. 

Untuk mendukung sarana prasarana tersebut, Dinas Pernberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan merumuskan sub kegiatan sebagai berikut: 

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; 

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya. 
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2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, untuk memenuhi 

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, 

sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mempunyai 1 (satu) tujuan 

dengan 1 (satu) indikator tujuan, dan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran. 

TUJlJAN SASARAN INDIKATOR 
Meningkatnya Meningkatnya Perkembangan Persentase Kelembagaan Masyarakat 
Kemandirian Potensi Desa Desa yang aktif 
Desa 

Meningkatnya Kualitas Persentase Lembaga Ekonomi Desa 

Indikator: Penyelenggaraan Pemerintahan (BUMDes) Maju 

Persentase Desa Persentase Pemerintahan Desa yang 

Desa Mandiri berkualitas 

Meningkatnya Kualitas SAK.IP Nilai SAK.IP 

Perangkat Daerah 

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Perkembangan Potensi Desa. 

Sasaran ini mempunyai 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa 

yang Aktif. Indikator sasaran ini didukung oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa 

dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat 

Hukum Adat. 

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Sasaran ini mempunyai 2 (dua) indikator, yaitu: 

(1) Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju. Indikator sasaran ini didukung 

oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, 

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum 

Adat. 

(2) Persentase Pemerintahan Desa yang Berkualitas. Indikator sasaran ini didukung oleh 

Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Penataan Desa. 

Setiap Tahun beberapa indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada yang 

mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi yang berkembang, akan tetapi pada 

prinsipnya tidak mengurangi fungsi pokok dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

yang merupakan instansi penggerak pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Nilai SAK.IP diperoleh dari penilaian beberapa komponen, antara lain adanya keterkaitan 

antara perencanaan dan anggaran serta ketercapaian target, yang didukung dengan dokumen 

Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, LKjIP, dan beberapa komponen lainnya. 

Beberapa indikator kinerja ada perubahan dari Tahun 2021 dan 2022, sehingga 

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk Tahun 2022 juga ada perubahan 

dari Perjanjian Kinerja Tahun 2021, hal ini dikarenakan disesuaikan dengan regulasi yang 

ada dan perkembangan yang ada. Tetapi dari awal perencanaan RPJMD Tahun 2018-2023, 
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pencapaian target kinerja sampai dengan Tahun 2022 dapat terpenuhi, bahkan terdapat 

beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Sedangkan pencapaian kinerja beberapa 

indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan 

kemampuan anggaran daerah. 

Capaian indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

CAPAIAN KINERJA 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN 

REAUSASI 2022 
NO TUJUAN /SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN % 

TAHUN2021 TARGET REAUSASI 

1 2 3 4 6 7 8 9 
BID. URUSAN PEMERINTAHAN : 

Pemberdavaan Masyarakat 

Tujuan : 

Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri % 3,23% 3,81% 9,97% 261,70'/4 

Sasaran 1: 

Me ningkatnya Perkembangan 1 Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang 

Potensi Desa aktif % 97,29% 97,30% 97,65% 100, 36% 

Sasaran 2: 

Meningkatnya Kualitas 1 Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes) 

Penye lenggaraan Pemerintahan mandiri 
% 15,19% 

Desa 2 Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) 
% . 16% 16% 100% 

Maju 

3 Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas % 100% 100% 100% 100"/4 

Sasaran 3: 

Me ningkatnya Nilai SAKIP 
Nilai SAKIP Angka 80,24 80,26 82,82 103,19% 

Peranekat Daerah 

Salah satu wujud pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah dengan 

mendirikan adanya Lembaga Perekonomian Desa yaitu BUMDesa. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 bahwa pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai 

upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang 

dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Dalam pasal 6 ayat (1) " Dalam rangka 

kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama 

yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. Merujuk dari aturan tersebut maka jenis 

lembaga ekonomi desa adalah BUMDes dan atau BUMDesa Bersama. 

Sampai saat ini BUMDesa yang sudah terbentuk sebanyak 159 BUMDes sedangkan 

BUMDesa Bersama sebanyak 18 BUMDesMa. Hal ini masih belum mencapai kondisi yang 

ideal mengingat jumlah desa yang ada di Kabupaten Pasuruan sebanyak 341 desa. Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pasuruan yang ke-1 , yaitu "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah", dengan sasaran 

"Meningkatnya Kemandirian Desa", khususnya dibidang pengembangan lembaga ekonomi 

dan peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa akan meningkatkan jumlah keberadaan BUMDes serta meningkatkan 

pengembangan BUMDes yang sudah terbentuk. 

Selain BUMDes lembaga ekonomi desa lainnya adalah pasar desa, dan bila 

mengingat pada Peraturan Menteri diatas bahwa seharusnya pasar desa merupakan unit usaha 

daripada BUMDesa untuk itu merupakan kewajiban kami memberikan sosialisasi agar pasar 

desa merupakan bagian usaha daripada BUMDes. 

15 



Dua lembaga ekonomi desa diatas semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu 

meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat desa. Sebagaimana yang tertuang dalam 

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa target dari Indikator 

Kinerja Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju. Untuk mencapai target 

dimaksud didukung dengan Program Administrasi, Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Peningkatan 

Kerjasama Antar Desa 

Bila melihat uraian diatas dari masing-masing indikator semuanya mempunyai 

sasaran ekonomi hanya apabila di pemerintah provinsi sasaran indikator ada pada usaha 

ekonomi masyarakat, sedangkan di pemerintah kabupaten mempunyai sasaran indikator 

ekonomi desa. 

NO 

(1) 

1 

- 2 -

3 

NO 

, 
2 

3 

4 

5 

PERJA NJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 

OINAS PEM BEROAYA AN M ASYA RAKAT OAN OESA _ ... ___ ---- - - -
SASARAN STRATEGIS INOIKATOR KINERJA SATUAN -- -~--

(2) (3) ( 4 ) -- - -M enmgkatnya N ila, SAKIP 
Nlla f SAKIP Angka 

Perangket Daerah 
Meni;:;-gkatnya--• - - ---

Persentase Kelemoagaan 
Perkembangan Potens1 21 Masyarakat Df,>sa yang akhf 

% 
Oesa --- ----· Persen~L8f"nbage;--
Meningkatnya Kuamas 3 1 Ekonom, Desa (BUM Des) % 

Penyelenggaraan Maju 

Pen,enntahan Oesa 
3 . 2 

Persentas.e Pemerlntahan 
''/o 

Oesa yang Berkuautas 

PROGRAM ANGGARAN (Rp) 

Penunjang Urusan Pemenntah.an Daerah 
Kabupaten/Kota 

6 . 160.228.826 

Penataan D esa 9 .630.000 

Peningkata n Kerjasama Desa 605. 350.000 

Adminlstrasi P e m erintahan O e .sa 12.727 .048 .848 

Pemberdayaan Lembaga K emasya ra katan, 2 .6 2 4 .257 .500 
Lembaga Adat dan Masyarakat H u kum Ada t 

TOTAL 22. 126.515. 174 

PIHAK KED U A .--

Dr. H . M . IRSYAD YJ,J&OF, S .E ., M .M .A . 

I-
TARGET : 

(5) 

80,26 

97.30 

16 

1 00 

KET. 

--
DAU 

DAU 

DAU 

DAU 

- DAU 
- BKK Prop. 

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dapat 

mencapai target yang ditentukan untuk tiap-tiap indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja 

sasaran, dengan penjelasan sebagai berikut : 
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label T-C.23 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan 

; Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Target Target 
Target Target Renstra Perangkat Daerah 

Realisasi capaian Tahun ke- Rasio capaian pada Tahun ke-No Indikator Tahun Ke-1 
: Perangkat Daerah NSPK IKK 

Lainnva 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

, Tuiuan : Meninakatnva Kemandirian Desa 
• Indikator Tuiuan : Persentase Desa Mandiri - 10 55 - 0 29 0 88 1.76 3 81 10,55 0 59 1,17 3,23 9,97 - - - - ·- -
• IKK : Persentase Pengentasan Desa Tertinggal - 0 - 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

. IKK : Persentase Peningkatan Status Desa 
- 100 - 100 100 100 100 100 0,77 1,61 5,16 22,37 0 0,01 0,02 0,05 0,22 0 ; Mandiri 

Indikator Sasaran : 
1 Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) 

5 7 10 10,43 29,76 15,19 - - 209% 425% 152% -- - - - - -
; Mandiri 

2 i Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM) 
10 7 10,85 17,89 109% 256% - - - - - - - - - - - -yano aktif 

3 
Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang - - - - - 20 97,30 97,70 - - 97,29 97,65 - - - 486% 100% -
aktif 

4 
Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) - - - - - - 16 20 - - - 16 - - - - 100% -
Maiu 

5 Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas - - - 0,15 0,15 100 100 100 14,63 21,95 100 100 - 9753% 14633% 100% 100% -

6 Meningkatnya Kualitas SAKIP - - - 70,31 80,13 80,24 80,26 83 70,31 80,13 80,24 82,82 - 100% 100% 100% 103% -



Indikator Kinerja Tujuan, yaitu Persentase Desa Mandiri 

Peningkatan jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 cukup 

signifikan yakni sebanyak 23 ( dua puluh tiga) Desa, sehingga Desa Mandiri di Kabupaten 

Pasuruan secara akumulasi mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 34 (tiga 

puluh empat) Desa dari 341 Desa. Capaian Kinerja untuk Indikator Persentase Desa Mandiri 

pada Tahun 2022 sebesar 9 ,97%, sedangkan target yang ditentukan untuk Tahun 2022 yaitu 

3,81 % a tau 13 ( tiga be las) Desa dari 341 Desa. Pencapaian ini sudah melebihi dari target 

yaitu sebesar 6,16%. 

Penetapan Desa Mandiri Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status 

Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022, bahwa di Kabupaten Pasuruan terdapat 

sebanyak 34 (tiga puluh empat) Desa Mandiri, sebagaimana tabel berikut: 

PENETAPAN DESA MANDIRI DI KABUPATEN PASURUAN 

KECAMATAN DESA 2019 2020 2021 2022 

1 Pohjentrek 1 Warungdowo V V V -

2 Purwodadi 2 Purwodadi V V V -

3 Sukorejo 3 Karangsono - V V -

4 Kraton 4 Sidogiri - V V -

5 Asemkandang - - - V 

6 Bendungan - - - V 

7 Gerongan - - - V 

' 8 Klampisrejo - - - V 

9 Kraton - - - V 

10 Mulyorejo - - - V 

11 Ngabar - - - V 

12 Ngempit - - - V 

13 Plingisan - - - V 

14 Tambakreio - - - V 

5 Tutur 15 Wonosari - - V -
6 Purwosari 16 Sumberejo - - V -

17 Bakalan - - - V 

18 Cendono - - - V 

19 Martopuro - - - V 

20 Pucangsari - - - V 

7 Pandaan 21 Karangjati - - V -

22 Plintahan - - V 

8 Gempol 23 Sumbersuko - - V -

24 Kepulungan - - V -
25 Bulusari - - V -

26 Winong - - V -

9 Beji 27 Cangkringmalang - - - V 

28 Wonokoyo - - - V 

10 Lumbang 29 Panditan - - - V 

30 Watulumbung - - - V 

11 Prigen 31 Dayurejo - - - V 

32 Jatiarjo - - - V 

12 Gondangwetan 33 Bajangan - - - V 

13 Tosari 34 Wonokitri - - - V 
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Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa 

Membangun bahwa yang dimaksud dengan Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa 

Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa 

untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat 

Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara 

berkelanjutan. 

Sedangkan capaian kinerja indikator sasaran, yaitu : 

1. Nilai SAK.IP 

Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan target Nilai SAKIP Tahun 2022 masuk klasifikasi 

A dengan nilai 80,26. Dan target tersebut dapat terpenuhi dengan diperolehnya nilai 

82,82. 

2. Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif 

Target yang ditentukan dalarn Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah 97,30% dengan 

sasaran semua LKD. Pada tahun 2022 dilakukan pendataan dan diperoleh data jumlah 

Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif sebanyak 13.533 unit dari jumlah 

keseluruhan Kelembagaan Masyarakat Desa di Kabupaten Pasuruan sebanyak 13.858 

unit yang meliputi RT, R W, LPM, PKK, Karang Taruna dan Posyandu, sehingga dapat 

diartikan bahwa Capaian Kerjaan untuk Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa 

yang aktif sebesar 97,65%. Capaian kinerja ini melebihi 0,35% dari target yang telah 

ditentukan. 

3. Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju 

Pada Tahun 2022 jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 159 BUMDes ( data per 1 

September 2022), sedangkan jumlah BUMDes pada Tahun 2021 sebanyak 158 

BUMDes, hal ini dapat disimpulkan bahwa hanya ada penambahan 1 (satu) BUMDes. 

Berdasarkan Data Desa Center Tahun 2022 di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, data 159 BUMDes yang diperoleh 

dikategori sebagai berikut : 

1. Kategori Maju sebanyak 25 BUMDes; 

2. Kategori Berkembang sebanyak 41 BUMDes; dan 

3. Kategori Pemula sebanyak 93 BUMDes. 

Capaian Kinerja untuk Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju 

di Tahun 2022 sebanyak 25 BUMDes atau sebesar 16% dari jumlah BUMDes yang 

ada. Pencapaian Kinerja ini sudah memenuhi target yang ditentukan untuk Tahun 2022, 

yaitu sebesar 16%. 

4. Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas 

Pada Tahun 2022 jurnlah Desa yang memiliki kinerja Pemerintahan Desa yang baik 

sebanyak 341 Desa, yang terbagi sebagai berikut : 

1. Desa Mandiri 34 Desa; 

2. Desa Maju 155 Desa; dan 

3. Desa Berkembang 152 Desa 

Capaian Kinerja untuk Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas di 

Tahun 2022 sebanyak 341 Desa dibandingkan jumlah Desa di Kabupaten Pasuruan 

atau sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini dapat memenuhi target yang telah ditentukan 

sebesar 100% 
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~padaTalluKe-
Onion Prognm daa Keptaa 

2018 2019 2020 20:21 2022 

1 2 3 4 5 6 ,.....,.,.,_ 
MmillillnsiP-.,. 
J>laM~ 

717.419.400,00 784.963.400,00 940.346.997,58 

llayankotDeu 

PtJ1yedm.n Jase. Komunilcasi, 
Somber Daya />Jr dan Listrik 23.450.000,00 28.000.000,00 37.200.000,00 

Pcnyed.ia&n Jasa.Adminiatrasi 70. 702.500,00 65.460.000.00 65.460.000,00 
K<uanaan 
Penycdiaan Jasa Kebersihan 

57.549.000,00 40.667.000,00 54.841.000,00 
Kantor 
Penyedioan Alai Tulis Kanlor 52.530.000,00 44.000.000,00 40.500.000,00 

Pcnyediaan Ba~ Cetakan 
61.478.900,00 71.000.000,00 72.274.396,00 clan Penggandaan 

Penycdiaan Pcralatan dan 
34.000.000,00 

Pcrlcrgkapan Kantor 

Penyedioan Makanan clan 
59.971 .000,00 40.000.000,00 56.875.000,00 Minuman 

Rapat · Rapat Koordinaoi clan 
214 .216.000,00 223.514.400,00 295 .263 .601 ,58 Konsultasi ke Loar Daerah 

Penyediaa.n Jasa Perkantoran 177.522.000,00 272.322.000,00 262.000.000,00 

Penyuaunan Laporan Kinerja 21.933.000,00 
dan Kcuan2an 

Pmcnm~- 322.615.000,00 544.297.500,00 :176.:184.000,00 
daP,__~ 

Pcngodaan Pcrl<ngkapan 
132.197.500,00 

Gcduna Kantor 

Pengadaan Peralatan Kantor 126.000.000,00 

Pemcliharaan Rutin/Berl<ala 
Gcduna Kantor 

Pemclibaraan Rutin/Berl<ala 
284.615.000,00 260.000.000,00 253.284.000,00 

Kcndaraan Dinas/Operasional 

Pcmclibaraan Rutin/Berkala 7.000.000,00 5.000.000,00 
Pcrle,,okaoan GedunR Kantor 
Peme!iharaan Rutin/Berkala 

38.000.000,00 19.100.000,00 18.000.000,00 
Peralatan Kantor 

Tal>el T·C,24 

Anggaran clan Realisasi Pendanun Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat clan Desa l<abupabon Paouruan 

--AJiauaDTuuKe-

2018 2019 2020 

7 8 9 

697.121.682,00 724.594.917,00 877.204.263,00 

19.334 .524,00 18.007.707,00 18.638.106,00 

56.370.000,00 56.760.000,00 53.905.000,00 

57.549.000,00 40.667.000,00 54.841 .000,00 

5 t:530.000,00 43.775.000,00 39.591.000,00 

61.478.750,00 71.000.000,00 72-274.000,00 

31.808.797,00 

59,971.000,00 39.892.500,00 56.858.500,00 

214.108.408,00 223.012.710,00 294 .544 .860,00 

177.480.000,00 231 .480.000,00 233.080.000,00 

21 .663.000,00 

316.168.550,00 538.597.700,00 260.566.550,00 

.. 131.813.000,00 

.. 131.813.000,00 

.. 

278.168.550,00 252,371.700,00 237.566.550,00 

3.500.000,00 5.000.000,00 

38.000.000,00 19.100.000,00 18.000.000,00 

2021 2022 

10 11 

----du""--pada 
Rata • RataP--Talamb 

2018 2019 2020 2021 2022 AJal1U Rellllsaol 

12 13 14 15 16 17 18 

97,2'1% 92,31% 93,29% 814.243.265,86 '1'66.540.:117,33 

82.45% 64,31% 50,IO'll, 29.550.000,00 18.660.112,33 

79,73% 86,71% 82,35% 67.207.500,00 55.678.333,33 

100% 100% 100% 51.019.000,00 51.019.000.00 

98,IO'll, 99,49% 97,76% 45.676.666,67 44.965.333,33 

100% 100% 100% 68.251.098,67 68.250.916,67 

93,56% 34,000,000.00 10,602,932,33 

100% 99,73% 99,97% 52.282.000,00 52.240.666,67 

99.95% 99,78% 99,76% 2R33 1.333,86 243,888,659,33 

99,98% 85% 88,96% 237:281 .333,33 214.013.333,33 

98,77% R933.000,00 7.221.000,00 

98,00% - 94,31% 381,065.500;00 371.777.600,00 

99,71% 132.197.500,00 43,937.666,67 

105% 126.000.000,00 43.937.666,67 

0 

97,74% 97,07% 93,79% 265.966.333.33 256.035.600,00 

50'lf, 100% 6.000.000,00 2.833 .333,33 

100% 100% 100% 25.033.333,33 25.033 .333,33 



1 • 3 4 s • 7 8 9 10 11 .. 13 14 15 16 17 18 p-p-
Peiacem.~ Slstem 46,530.250,00 39.000.000,00 --t6.095.600,00 38.931.900,00 99,07% 99,8 3% 42.765.125,00 aa.342.600,oo Pelapcmtll Capaiaa KJa,uja. 
daaX••-..n 
Penunjang Program / Kegiat.a.o 

46.530.250,00 39.000.000,00 46.095.600,00 38.931.900,00 99,07% 99,83% 42.765.125,00 28.342.500,00 Perencanaa.n dan Pdaporan 

Proeram, Pembialla.a 
750.000.000,00 750,000.<XX>,OO 648.205.500,00 548.665.000,00 116,43% 7 3 , 15% 760.000.000,00 398,953.500,00 L............,, 8o""'1 

Pembina.an dan Pel.atihan 
Ketnunpila.n Kcrja bagi Tenag'-4' 750.000.000,00 750.000.000,00 648,205,500,00 
KerjA da.n Maaya.mkat 

548.655.000.00 86,◄3% 73 ,15% 750.000.000,00 398,953.500~00 p..,.._p-
XetMtrdap.alluyankat '996 .668 .650,00 l .037,861,000,00 919.9 5 1 .794,00 961 .261 .~ .oo ·93 ,3°" 92,62% 1 .017.26 4.82 5,00 6 3 7 .071.233,00 
Pede_. 

Bulan Bhakti Ootot\g Royon.g 
H 1.300.000,00 141.300.000,00 138,'l21.500,00 123.084.686,00 97,82% 87,11% 14 l.300.000,00 87. 102.06:1,00 Muy..-.kat (BBGRM) 

BOP Jal.in Matra Pmpinai Jawa 
75.000,0CIO,00 50.000.000,00 61,947 .100 ,00 47,550.000.00 82,60% 95,100/4 62.500.000.,00 36.499.033,33 Timur 

Koordinai dan Pemantapan 
Tugs.a • Tugu Pcndampingan 60.421.000,00 445.000.000,00 58.474.8~0.00 427.985.800,00 96,78% 96,18% 252S'I0.500,00 162 .153.540,00 
0... 
Evalttbi 'ringkal 

128.200.000,00 124.475.000,00 125.830.CXX>,OO 124 .475.000,00 98,15% 100% 126.337.500,00 83.435.000,00 Perkembanp.nOeM 
"Pen.uauin t'.5eu./ KcluT'ilian 
PelakH,1ua. Ootong Royong 53.710.000,00 SO, 790.000,00 53.709.9?1,00 - . ' • 

S0.790.000,00 JOO% 100% S2,2S0.000,00 34.833.324,67 

Fuilita.T Pembinaan Kader 
Pemherd,-.yun MatiylU'tlka.t 
KP"., B.....::·re.tui 

3 7 .000.0Ck) ,00 45.351.000,00 34.210.000,00 33.608.9 19,00 92,46% 74,11% 41,11,.soo.oo ·22,606.306,33 

Faailita.ai PokjanAl Po.yandu 55.640.000,00 40,945.000,00 54 .406.000 ,00 40.21 • . 500,00 97,78% 98,22% 48.~92.500,00 3 1.540. 166,67 
Bimtek Flenguatan 

~!~r:yMakat 
100.000.000,00 91.493.000,00 0 91 ,49% 50.000.000,00 30.497 .666,67 

F .. mwi Peleatarum Program• 
Prngrtuu hmberdayflB.n 40,000.000,00 22.000.000,00 
Ma•y.va.ka.t di Kilb. Paauruan 

0 55,15% 20.000.000.00 7.353.333,33 

Pembine.AA dan Peletihan 
Ketr9.mpila.n Kerja bagi Teneg• 279.825.000,00 :Z34.464 .SOO ,OO 
Kerja d-.n Ma.aya.rak•t. 

83,79"' 219,e,s.000,00 78.154.833,33 

Bimbingan Teltni. Pcnguata.n 
Kelembagaau Maay.are.kat 165.572.650,00 158.687.900,00 
Oeaa/Kclurahan 

~.84% 165,572.650,00 52.895.966,67 -p-- 475.759.100,00 300.000.000,00 ~1 .772 .000,00 299.3 6 9 .9 55,00 90,7 5% 96,45% 317.179.550,00 240.3 77.2&S,OO Lem.'kp. Elr.oaomJ. Pede...,. 

Gcla.r Teltnologf T epAl Qw,a 
('ITO) / Pekan lnovaai Nuional 193.356.000,00 193 .141.000,00 99,89% 193.356.000,00 64.380.333,33 
PINI 

Monitoring dan Aaiatenai 
Kegiatan Teknologi Tepat Guna 27.500.000,00 20.375.000,00 74,09% 27 ,500.000,00 6.791.666,67 
'M'GI 

l'1U1""'iITta.a1 Pcmbent~ 
Pembinaan BUMDeu. / 
lnuM~""-rattnla 

180.797,50-0,00 161 .970.000,00 89,59% 180.797.500,00 53.990.000,00 

Monitoring dan Aaiat:cnsi 
Pcmba.ngunan / Pengembangan 37.105.600,00 32.579.500,00 87,80% 37.105 .600,00 10.859.833,33 p...,o... 

Pembin.aa.n Puar Delttl. 37.000.000,00 23.706.500,00 64,07% 37.000.000,00 7 .902.166,67 

Pembinu.n Paur OeMl 40,000.000,00 31.725,00S,OO 0 79,3 1% 40.000.000,00 10.575.001 ,67 

Pcnydenggaraa.11 Tdmologi 
210.000.CXX>,OO 209.420.000,00 0 99,72% 210.000.000,00 69.806.666,67 Te .... •t Guna ITI'GI 

Faailitsai Pcngcmbangan 
50.000.000,00 48.214.850,00 0 96,43% 50.000.000,00 16.071.616,67 BUMilcaa 



Sinkronisasi. Perenco.na.an 
Pombangunan DesA dan 
flcl"fll\Cana.aJl Pembangunan 
Kabupate.n 

Muayawarah Perencanaan 
Pembangunan Oesa / 
Kelumho.n 
(Musru1bangdee/kcl) 
I Mus yaw........... -~=•Canaan 
Pemba.ngunan f>f:ea/ Kelunthon 

Fuilitaai dan Sinkronisasi 
Perenoana.an Pembangunait 
Dcaa dan Perencanaan 
Pembangunan Kabupaten 

Pondataon Proftl Deoa / Kel di 
Kab, Pasuruan 

Bimtek Penerapan Modul 
Aplik:ui Pengeiolnan K~uango,n 

°""" Moo.itorins: dan Anstenai 
Keuongan Desa 

Ka.jian Pereturan Peru.ndang• 
UndanlJUl Dae.rah t.erhadap 
Fwaturan Perundang­
Uncla.ng«Ul yang baru, lebih 
tinggl dari Kesemsirut Antar 
~turan ~ang­
Undangan Daerah 

Monitoring dan ~inaan 
Penyelenggaraan Pemerinta.h. 

°""" Fas..ilitaal clan Pembinaan 
K«jau.ma Antar Desa 

Fasil.itaai Pcmbentukan dM 
Pembinaan Sadan Kerjauma. 
Anta, 0...• (BKAD) 

Penunjang Rehab Bo.lai Deso. I 
Balai Dusun 

Fatsititaai Penyelensgaraan 
Pilkades Pergantian Antar 
Waktu (PAW) clan BPO PAW 

Pembuatan Sistem lnformasi 
dan Pengelolaan De.ta Base 
Kepala 0..., P<rangla,t o..a 
dan Anggota BPD 

Bimbin81LTI Teknis Peoguatan 
KdembagMn Aparatur 
Pomarint.ahan Dess 

Fasilitaai Pengkajian clan 
Pena.nganan Permasalahan 
Penyelenggtml.8Jl Pemerintahan 
Desa 

3 4 6 7 8 

78.929.000,00 +4.474.000,00 65.215.000,00 44.196.aoo,oo 

55.600.000,00 42.700.000,00 

23.325.000,00 22.515.000,00 

14,47◄ ,0CX),00 14.196.500,00 

30.000.000,00 30.000.000,00 

2 ,00 2 .089.207.SOO,OO 7 ,00 1.929.953.471,00 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

al,63% 99,38% 61.699.SOO,OO 36.470.SOO,OO 

76,80% 55.600.000,00 14.233.333,33 

96,53% 23.325.0CO,OO 7.505.000,00 

98,08% M.474.0CO,OO 1,732.166,67 

100% 30.000.000,00 10.000.000,00 

92,38% 2 .089.207.502,00 643.317.826,00 



2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 u 13 14 15 16 17 18 
Faailitasi clan Pcmbinean 

40,052.500,00 21.670.700,00 54 ,11% 40.052.500,00 7.223.566,67 Kerj•uma Antar De&a 

Pcna.J"6anan Pcrm1U1alahan 70.000.000,00 65.476.761,00 93,54% 70.000.000,00 2 1.825.587,00 Penyelenggaraan Pemerintahan 

OptirnlWaaai Profil Desa / 
Kelu rahan di Ke.bupaten 50.000.000,00 46.375.000,00 9'2,75% 50.000.000,00 15.458,333,33 
Ptumn 1an 

Optime.li.eaai Pcngelolaan 225,000.000,00 202.803 .160,00 90,13% 225.000.000,00 67.601.053,33 Keuaugan De.a 

Pembi.nu.n da.n Pengendelian 50.000.000,00 49.770.005,00 99,54% 50.000.000,00 16.590.001,67 
PeraturwDeaa 

Pembinu.n Kdembagaan dan 
Pe11ye.lcngganu.n Pemerinlahan 21.330.000,00 17.997.755.00 84,38% 21 .330.000,00 5.999.251,67 
Deu 
Pendtltun, Jnvent.uiu_e{ dan 

183.545.000,00 176.l 14.820,00 95,95% 183.545.000.00 5 8 .704.940,00 
Pcnda.mpingan Aaet Dea.a 

Pelan tikau &clan 
35◄ .280.000,00 307.350.8 18 ,00 86,75% 354.280,000,00 lO'J , ◄50 .272,67 

Pcnnueyawaratan Dcsa (BPD 

PCUl wnaJ'I WU1 f'elan tUQW 
Kepala Oeaa (P1LKADES l ,035,000.000,00 1.CXH.~)91.202,00 96,74% l ,035 .000,000,00 333.763.734,00 
S'l?R"'_, ,.. .. ,,. ') n 101 

Pcnunjal:13 Rehab Saran.a 60.000,000,00 41.1 03.2!50,00 68,5 1% 60.000.000,00 13,701 .083,33 Pra-,u-a.114 De-.,. 

P,opam Pe:a.pmbu.Cu 
93.631.600.CXJ 75.699.700,00 ...... 03,631.600,00 2$.233.233,33 

Potentl De• d.an KeluWUln 

Peinbinaa.n Pua.r 1>eafl 7 ,575,000,00 7.575.000,00 100% 7,575.000,00 2,525 .000,00 
Penyelcnggaru.n Teknologi 

0% 
TeDAt Guna l'M'OI 
Fuilitaai Pefi8cmba.nga.n 0% 
BUMDcu. 
Fnilitui Pcngeutbangan Uaaha 4 .290.000,00 4.l90,000,00 100% 4 .:l90.000,00 l.'430 .000,00 
Ekonomi Muyaraka.t 

IVJ-IIUDIU__.I -,uu.J. ue.a. f 
Kelurahan di Kahupaten """ '"--··-·--
M ugerah OeM Mandiri Award """ BOPJa.lin Matta Pfiopin•iJawa 
Timur 
Fasililaai Pengembangan I 1.766,000,00 6,386 ,700,00 54 ,18% 11.766,600,00 2.128.900,00 
Ka'A'Man Pcrdeaaan 

Jatinl Puspa 70.000.000,00 57,448,000,00 ~.07% 70.000,000,00 19.149.333,33 

P10anm Pembetdayau. 
ICelemlMricun du Patilipui 68.876.824,00 65.88:2.8:24,00 9S,65% 68.876.824,00 2.1 .960.941,33 .... ._. 
Bulan Bh akti Gotong Rcyons 0% 
Mu.ya.rakat (BBGRM} 

Evaluaai Tingkat 7 .957.500,00 7 .867 .500,00 98,87% 7 ,957,500,00 2 .622.500,00 
Pcrkemhan,.,an De.a 
FMilitaai Pemhmu:n Kader 
Pemberdayu.n Mrul_ya.rabt 0% 

IIKPMl a-~rcstaai 

Faailit&ai Pokjarui.1 Poayandu 4.832.324,00 1.928 .324,00 39,90% 4.832.324,00 642.774,67 

F-ilitaai Pcnguatan 
Kelcmbag.u.n Maayaralcat Deaa 0% 

I, Kelurahan 

Pcmbanguna.n Deaa/Kelurahan 0% 

F-ilitAai da.n Sinkroniaasi 
Perc,1eanaan Pcm.h&ngunar1 

56.087 ,000,00 56.087 .000 ,00 t00% 56.087.000,00 18.695 .666,67 
Dcs.o. dan Percncanaan 
Pemban11:unan Kabuna.tcn 



1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 
ll'ropaal rem~ 27.761.500,00 27.280,500,00 98,27% 27.761.500,00 9.093.500,00 

Pcmbinaan Kclembftgaan 
0% 

Keanggotan BPD 

Fasilitasi Pengisian clan 
3.178.000,00 3.178.000,00 100% 3.178.000,00 1.059.333,33 

Pelontikan BPD 
Fasilitasi Pemilihan Kepala 

0% 
Desa 

Fasiliw.i Pengkajian dan 
Penanganan Pcnnasalahen 

7 .73 1.000,00 7.731.000,00 100% 7.731.000,00 2.577.000,00 
Penyelenggaraan Pcmerintahan 
Desa 

Pembinuo dan Peagendalia.n 
8 .104 .000,00 8 .104 .000,00 100% 8.104.000,00 2.701.333,33 

PeraturanDeM 

Pcmbinaan Aparatw-
8 .7<18.500,00 8.267 .500,00 9",50% 8.i-48.500,00 2.755.833,33 

Pcmerintflh Desa 

Fasilitasi Pelaksanaan 
Pembinaa.n clan Monitopring 0% 
Pengelolaan Administrasl Desa 

,..,cnm,--... 
287,374.160,00 246,799,160,00· 85,88% 287.374,160,00 82.266.386,67 

11........,,wiltebyual>eM 

Faslliw.l Pengelolaan Kekayaan 
Desa dan Sumber Pendepatan 75.000.000,00 34.425,000,00 45,90% 75,000,000,00 11.475.000,00 
Desa. La.lnnva 
--•-·"=--· 

Pembangunan / Pengembangan 0% 
Aaet Desa dan Sarana 

Fasilitasl dan Koordinasi 
Pemant.apan Tugas • Tugas 165 .78<1.!60,00 165.7M .l60,00 100% 165,784.160,00 55.261 .386,67 
Pend,.rupingan Desa 
Optimalisasi Pengelolaan 

46.590.000,00 <\6.590.000,00 100% 46,590,000,00 15,530,000,00 
Keuangan Desa 

Pto&nm Peam,Ja,,c Unu ... 
p_.rilltahaaDaenlt 5.672.908.946,00 6.160.228.826,00 5.484.379.565,00 5,800.265.539,00 96,68% 94,16% 5.916.568.886,00 5.642.322.552,00 
Xabapoten/ Kota 

Percncanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat . 30.890.900,00 47.653, 100,00 30.731.850,00 46.931.750,00 99,19% 98,49% 39,272,000,00 38,831.800,00 
Daer 

Penyusunan Dokumen 
Percncanaan Perangkat 30.890.900,00 47.653.100,00 30.731.850,00 46.93 1.750,00 99,49% 98,<!9% 39.272,000,00 38.831 .800,00 
Daent.h 

AdministJ'ftsi Kcuangan 4 .784 .894 .2 I 3,00 5.348.095.196,00 4.639.875.728,00 5.01 1.455.925,00 96,97% 93,71% 5 .066.'194 .854 ,50 4.825.665.826,50 

Penycdiaan Gajll dan 
4.373.859.213,00 4 .977.360,000,00 4.309.915.728,00 \ .668.899.637,00 98,54% 93,80% 4 .675.609.606,50 4.489.407.682,50 Tunjangan ASN 

Pcnycdiaan Administrasi 
J42.9J0,000,00 320.070.496,00 280.830.000,00 29" .141.288,00 81 ,90% 91,90% 331.490.248,00 287.485 .644,00 Pelal<sanaan Tugas ASN 

Pelaksanaan 
Pcnatausahaan clan 

68.125.000,00 50.665.000,00 49.130.000,00 48.415.000,00 72, 12% 95,56% 59.395.000,00 48.772.500,00 
Pcngujian / Verifikasi 
KeuanR,an SKPD 



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 
Administrasi Kepegawaian 

0,00% 0 Perangkat Daerah 

Pendidikan dan Pelatlhan 0,00% 0 
Pel!awai Berdasarkan Tum 

Administrasi Umum 508. 407 .020 00 434.203.«90 00 494.72(),742 00 424.368.242 00 9731% 9773% 471.305.255 00 459.544.492 00 

Penyediaan Peralatan dan 
211.911.800,00 95.550.800,00 207.929.414,00 88.902.800,00 98,12% 93,04% 153.731.300,00 148.416.107,00 

Perleookaoan Kantor 
Penyediaan Bamn Logistik 87.506.160,00 77.404.340,00 86.906.160,00 77.341.740,00 99,31% 99,92% 82.455.250,00 82.123.950,00 
Kantor 
Penyedlaan Barang Cetakan 77 .024 .600,00 75.922.700,00 71.355.000,00 74.772.500,00 92,64% 98,49% 76.473.650,00 73.063.750,00 
dan Pe1111,andaan 
Fasilitasi Kunjungan Tamu 94.594 .460,00 91.015.650,00 92.371.100,00 90.71 1.940,00 97,65% 99,67% 92.ro-5.055,00 91.541.520,00 

Penyelenggaraan Rapal 
Koordinasi dan Konsultasi 37.370.000,00 94.310.000,00 36.159.068,00 92.639.262,00 96,76% 98,23% 65.840.000,00 64.399.165,00 
S~Pfl 

Pcnyediaan Jasa Peuunjang 
Umum Pemerinlahan Daerah 48.097.500,00 55.904.200,00 39.679.063,00 48.220.102,00 82,50% 86,25% 52.000.850,00 43.949.582,50 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi. Surnber Daya 48.097 .500,00 55.904.200,00 39.679.063,00 48.220.102,00 82,50% 86,25% 52.000.850,00 43.949.582,50 
Air dan L~trik 

Pemelihaman Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 300.619.313,00 274.372.540,00 279.372.182,00 269.289.520,00 92,93% 98,15% 287.495.926,50 274.330.851 ,00 
Pemerintahan Daerah 

Penyedlaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 2-IB.567.610,00 228.424.140,00 222.436.820,00 224.448.320,00 91,32% 98,26% 235.995.875,00 223.442.570,00 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 
Pemeliharaan / Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 

20.636.903,00 20.520.562,00 99,44% 0,00% 10.318.451 ,50 10.260.281,00 
Bangunan Lainnya 

Pemeliharaan / Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 36.414.800,00 45.948.400,00 36.414.800,00 44.841.200,00 100% 97,59% 41.181.600,00 40.628.000,00 

Bangunan Lainnya -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Program Penataaa Desa 49.999.900,00 9.630.000,00 48.873.700,00 6.754.500,00 97,75% 70,14% 29.814.950,00 27.814.100 00 
Penyele1iggaraan Ftnataan 

49.999.900,00 9.630.000,00 48.873.700,00 6.754.500,00 97,75% 70,14% 29.814.950,00 27.814.100,00 i~~·a 

Fasilitasi Sarana dan 
49.999.900,00 9.630.000,00 48.873.700,00 6.754.500,00 97,75% 70,14% 29.814.950,00 27.814.100,00 Prasarana llesa 

Propm Penlllgbtaa 
40.000.000,00 605.350.000,00 39.821.850,00 492.953.800,00 99,55% 81,43% 322.675.000,00 266.387.825,00 Ketjuu,a Desa 

Fasilitasi Kerjasama Antar llesa 
40.000.000,00 605.350.000,00 39.821.850,00 492.953.800,00 99,55% 81,43% 322.675.000,00 266.387.825,00 

fasilitasi Pembangunan 
40.000.000,00 605.350.000,00 39.821.850,00 492 .953.800,00 99,55% 81,43% 322.675.000,00 266.387.825,00 

Kawasan Perdesaan 
Propam Admlnlstnsl 

2,00 7.744.787.105,00 13.892,223.854,00 7,00 12.242.266.738,00 88,12% 10.818.505.480,50 6. 121.133.372,50 Pemerlntahan Den 

Pembinaan dan lfflgawasan 
Penyelenggaraan Administrasi 

2,00 7.744.787.105,00 13.892.223.854,00 7,00 64.413.450,00 12.242.266.738,00 0,83% 88,12% 10.818.505.480,50 6.153.340.097,50 Pcrrerintahan llesa 

Fasilitasi Penyelenggaraan 
Administrasi Pemerintahan 

19.999.800,00 16.999.800,00 17.252.200,00 
llesa 10.351.900,00 86,26% 60,89% 18.499.800,00 13.802.050,00 

Fasilitasi Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan 31.312.500,00 12.091.800,00 31.097.450,00 12.050,800,00 99,31% 99,66% 21.702.150,00 21.574.125,00 
Desa 

Fasilitasi Pengelolaan 
240.183.500,00 36.880.000,00 194.431.316,00 34.409.900,00 80,95% 93,30% 138.531.750,00 114.420.608,00 Keuangan llesa 

Pembinaan Peningkatan 
Kapasilas Aparatur 6.897.822.300,00 l0.446.092.648,00 5.362.344.594,00 9.S79.425.096,00 77,74% 91,70% 8.671.957.474,00 7.470.884.845,00 
Pemerintah llesa 

Pemblnaan dan 
Pemberdayaa.n BUMllesa 

l.763.049.600,00 l.194.112.100,00 67,73% 881.524.800,00 597.056.050,00 dan Lembaga Kerjasama 
Antar llesa 
Penyelenggaraan Pemilihan, 
Pengangkatan dan 

430.038.000,00 723.549.200,00 310.510.700,00 650.419.6:i-4,00 72,21% 89,89% 576.793.600,00 480.465. 177,00 Pembementian Kepala Desa 

Fasilitasi Penyusunan Prom 
20.000.000,00 19.220.000,00 16.480.800,00 9.101.500,00 82,40% 47,35% 19.610.000,00 12. 791.150,00 

Desa 
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3 • • 
65 .000 .000 ,00 

40 .431 .000,00 

164.393. 105,00 

164.393 .105,00 

6 .699 .1~.oo 

97 .000.000,00 

60.69-4 .000,00 

6 7 8 9 10 

50.000 .000,00 42 .687 .600,00 

36.879.800,00 

soo.000 .000,00 

287 .461 .000 ,00 33 . .316.000,00 

:;a . 6:14,:167. &00,00 33.'$74.940,00 

2 ,624 .257.500,00 33 .574 .940,00 

330,985 .300,00 

63 .i42 .300,00 6 .696 ,900,00 

580.000.000,00 92.275 ,0 10,00 

142 .900.000,00 

299.999.900 ,00 26.878.040.00 

3.960.000,00 

1.202.970.000,00 

11 1~ 13 14 15 16 17 18 

36.565.100,00 65 ,67% 73,13% 57 .500.000,00 39.626.3S0,00 

36.587.800,00 99.21% 18.439.900,00 18.293 .900,00 

4 66 .637 . JOO,OO 93,33% 250.000.000,00 233.3 J 8 .550,00 

O,OO"A. 

212 .605 .777,00 82 ,40% 73,96% 163:946.000,00 122.960.888,50 

:3. 334,656.®:J,OO :J0,4:1% 68 ,96% 1.394.3:15,30:3,50 l .l 84 .065 .516,00 

2 .334.556,092,00 20,42% 88,96% l .394 .325 .302,50 l ,184 ,065 .516,00 

"285.583.400,00 86,28% 165.492 .650,00 l42.79J.700,00 

48 .084 .500,00 99,97% 75,79% 35.070.702,50 27.390.700,00 

471 .159.300,00 95, 13% 81,25% 338..300.000,00 181.767.155,00 

137 .102 .500,00 95,94% 7 1.450.000,00 68.551 .250,00 

'229.366.350,00 44,28% 76.46% 180.346.950,00 128. 122.l~S,OO 

0,00% 1.980.000,00 

1. 163. 160.042,00 96,69% 601 .485 .000,00 581 .580.021,00 



2.4 Kelompok Sasaran Layanan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan pelayanan, dengan kelompok sasaran 

layanan adalah Desa, baik perangkat Desa, Lembaga ekonomi Desa, maupun Lembaga 

Kemasyarakatan Desa. 

2.5 Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberian Pelayanan 

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mempunyai mitra untuk 

bekerja sama dan mendukung terlaksananya tugas dan kegiatan secara maksimal. 

Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan pelayanan, antara lain: 

1. Perguruan Tinggi, mitra dalam pelaksanaan Pilkades; 

2. Kepolisian, mitra dalam beberapa pelaksanaan kegiatan, seperti Pilkades, Pencanangan 

BBGRM, dan Gebyar BUMDesa/BUMDesMa; 

3. Kecamatan, mitra dalam memberikan pelayanan ke Desa; 

4. Perangkat Daerah lainnya, mitra dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah, 

termasuk tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa; dan 

5. Tenaga Ahli, mitra dalam memberikan pelayanan dan pendampingan di Desa, antara 

lain untuk pencapaian Indeks Desa Mandiri (IDM), dalam perencanaan di Desa, dan 

bidang-bidang lainnya. 
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BAB ill 
PERMASALAHAN DAN ISU STRA TEGIS 

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pacla kemampuan 

manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya agar dapat melakukan adaptasi 

dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis oleh sebab itu, dalam 

menyususun perencanaan strategis dengan melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan yang 

ada. Dari evaluasi pelaksanaan tugas dapat diketahui masing - masing bidang mempunyai 

permasalahan. 

3.1 ldentifikasi Permasalahan 

Permasalahan yang dihadapi clalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagai berikut : 

1) Keterbatasan dalam fasilitasi peningkatan Kapasitas pengelolaan pemerintahan desa; 

2) Pelaksanaan program clan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal; 

3) Beragamnya lembaga usaha ekonomi masyarakat di Desa clan keterbatasan kapasitas 

SDM dalam pengelolaan, a.l. BUMDes /BUMDesMa; 

4) Jumlah IDM belum 100%, 

5) Bel um optimalnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan 

manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya untuk melakukan adaptasi 

dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh sebab itu, dalam 

menyusun perencanaan strategis dengan melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan 

yang ada. 

Kekuatan sebuah dokumen perencanaan strategis terletak pada tingkat fleksibilitas 

substansi rencana terhaclap dinamika perkembangan kondisi lingkungan internal dan 

eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan program organisasi / institusi yang telah 

direncanakan, akan tetapi kemampuan adaptasi kebijakan clan program tersebut terhadap 

perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupun eksternal. 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tabel T-B.35 
Pemetaan Permasalahan 

untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Masalah Pokok Masalah Akar masalah 

Keterbatasan clalam fasilitasi Kurangnya pemahaman Kurangnya Bimtek 
peningkatan Kapasitas dalam pengelolaan Kurangnya keinginan 
pengelolaan pemerintahan desa pemerintahan desa untuk lebih maju 

Pelaksanaan program dan Kurangnya pemahaman Kurangnya pelatihan 
kegiatan pemberdayaan clalam pelaksanaan Kurangnya anggaran 
masyarakat belum optimal program/kegiatan 

Beragamnya lembaga usaha Kurangnya SDM dalam Kurangnya pelatihan 

ekonomi masyarakat di Desa pengelolaan lembaga Kurangnya kreativitas 
dan keterbatasan kapasitas ekonomi desa 
SDM dalam pengelolaan, a.I. 
BUMDes/BUMDesMa 
Jumlah IDM belum 100% Masih rendahnya penilai Kurangnya Bimtek 

IDM Kurangnva anggaran 
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 
5. Belum optimalnya kinerja Kurangnya SDM Kurangnya pelatihan 

Lembaga Kemasyarakatan Kurangnya keinginan 
Desa untuk lebih maju 

3.2 Isu Strategis 

Dalam penentuan 1su-1su strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga 

berpedoman pada dokumen perencanaan diatasnya. 

3.2.1. Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Tahun 2020 - 2024 

Penyelenggaraan pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan 

daerah tertinggal, serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam RPJM 

tahun 2020-2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu 

mengembangkan wilayah secara makro dalam mengurangi kesenjangan. Akan tetapi dalam 

skala mikro pembangunan wilayah perdesaan adalah tetap dalam rangka 

perturnbuhan dan penurunan kesenjangan wilayah. 

Arah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah 

tertinggal sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development 

Goals (SDGs) yaitu kerangka komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan yang 

menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, 

pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang 

menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan 

terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi 

ke generasi berikutnya. Secara khusus agenda agenda pembangunan nasional 

mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan termasuk dalam tujunan SDGs ke-

10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Dalam rangka mengarusutamakan SDGs dalam 

pembangunan desa, Kawasan perdesaan, Kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal, 

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada tahun 2020-2024 telah merumuskan SDGs 

Desa sebagai arah kebijakan prioritas pembangunan desa, yaitu ditetapkannya 18 tujuan 

pembangunan Desa, meliputi; ( 1) Desa tanpa kemiskinan; (2) Desa tanpa kelaparan; (3) Desa 

sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan Desa berkualitas; (5) Keterlibatan perempuan desa; (6) 

Desa layak air bersih dan sanitasi; (7) Desa berenergi bersih dan terbarukan; (8) Pertumbuhan 

ekonomi desa merata; (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) Desa tanpa 

kesenjangan; (11) Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman; (12) Konsumsi dan 

produksi desa sadar lingkungan; ( 13) Desa tanggap perubahan iklim; ( 14) Desa peduli 

lingkungan laut; (15) Desa peduli lingkungan darat; (16) Desa damai berkeadilan; (17) 

Kemitraan untuk pembangunan desa; (18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa 

adaptif. 

Dalam rangka menjalankan kebijakan dan strategi tersebut, Kementerian Desa 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2020 memiliki 9 (sembilan) 

program, meliputi 3 (tiga) program generik (umum) dan 6 (enam) program teknis, sebagai 

berikut: 

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya, 

2. Program Pengawasan dan Peningkatan Ak:untabilitas Aparatur, 

3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Informasi, 
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4. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 

5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan, 

6. Program Pengembangan Daerah Tertentu, 

7. Program Pembangunan Daerah Tertinggal, 

8. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, 

9. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. 

Selanjutnya dalam menjalank:an kebijakan dan strategi-strategi tersebut, mulai tahun 

2021 sampai dengan 2024, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi memiliki 2 ( dua) program, yaitu : 

1. Program Dukungan Manajemen, 

2. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan 

Transmigrasi. 

3.2.2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur 

Tahun 2019 - 2024 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PD yang membidangi 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur untuk kurun 

waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2019 - 2024 

sesua1 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur memiliki tugas 

membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan 

fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan 

administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur. Pemberdayaan masyarakat 

merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang 

dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki 

kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, 

ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu 

memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan 

Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif 

kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang 

kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan 

yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan 

memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat 

melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat 

pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya 

pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai 

tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia 
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sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat 

sebagai subyek bukan sebagai obyek. 

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang 

adalah "Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan 

di Jawa Timur". 

Sasaran strategis jangka menengah adalah basil yang diharapkan dari suatu tujuan 

yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang akan 

menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, yaitu : 

1. Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan; 

2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; 

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa. 

Strategi adalah langkah - langkah yang berisi program - program indikatif untuk 

mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran suatu organisasi, adapun strategi Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : 

1. Peningkatan dan Perlindungan keberlangsungan usaha mikro-kecil, perluasan akses 

permodalan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat. 

2. Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM 

KPM dalam pemberdayaan masyarakat sebagai actor perubahan sosial melalui konsep 

dan metode belajar sosial. 

3. Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

4. Penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, sarana dan 

prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG). 

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mancapai tujuan. Kebijakan­

kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : 

1. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat 

2. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, lembaga adat 

dan pendamping masyarakat 

3. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa 

4. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 

3.2.3. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026 

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 

J abatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Barn mengamanatkan 

kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun 

dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya 

disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta 

memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat 

Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024-2026. 
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Arab pembangunan Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 3 ( tiga) tahun ke depan 

pada dasarnya adalah suatu proses pembahan sosial budaya masyarakat menuju ke arah yang 

lebih baik, lebih sejahtera dan benar-benar menempatkan masyarakat sebagai subyek 

pembangunan. Hal ini setidaknya bertumpu pada 3 ams utama (mainstream) pembangunan 

Kabupaten Pasuruan yaitu : 

1. Peningkatan Pendidikan; 

2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan; dan 

3. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. 

Dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasuruan ke depan, sejak awal telah 

disadari bahwa proses pembahan yang terjadi di masyarakat diharapkan tidak hanya terjadi 

pada aspek fisik dan ekonomi saja, tetapi juga pembahan pada taraf kehidupan masyarakat, 

kondisi sosial budaya, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, daya saing, kependudukan, 

ketertiban, nilai tambah dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam 

menyelenggarakan pembangunan. 

Pembangunan di Kabupaten Pasuruan dikatakan berhasil tidak hanya menyediakan 

sarana dan prasarana fisik saja, seperti jalan yang mulus dan jembatan yang kokoh ataupun 

membangun berbagai pusat pelayanan publik, namunjuga hams diukur dengan sejauh mana 

pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, menimbulkan kemauan dan 

kemampuan dari masyarakat untuk maju dan mandiri. Dalam arti kemauan dan kemampuan 

masyarakat Kabupaten Pasuruan sendiri untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan 

serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan baik yang berasal dari usaha mereka sendiri 

maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat itu. 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 dipengamhi dan merupakan penjabaran yang 

lebih detail dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 - 2026, 

sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten pasuruan sejalan dengan Rencana Pembangunan 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 -2026. 

Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pasuruan dihadapkan pada kendala dan permasalahan baik internal dan ekstemal, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Keterbatasan dalam fasilitasi peningkatan Kapasitas pengelolaan pemerintahan desa; 

2) Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal; 

3) Beragamnya lembaga usaha ekonomi masyarakat di Desa dan keterbatasan kapasitas 

SDM dalam pengelolaan, a.I. BUMDes /BUMDesMa; 

4) Jumlah IDM belum 100%, 

5) Belum optimalnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

Dari permasalahan- permasalahan yang ada, serta memperhatikan hasil telaah 

dokumen perencanaan diatas, maka dapat dihasilkan isu- isu strategis sebagai berikut : 

1. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa. 
2. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 
3. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat desa, a.I. BUMDes dan 

BUMDesMa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa. 
4. Jumlah IDM belum 100%, 

5. Belum optimalnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

Berdasarkan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 maka Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mendukung tujuan ke - 1 yaitu "Meningkatnya 

Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah" dengan sasaran "Meningkatnya Produktivitas 

Sektor-sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah". 

Sebagaimana Tujuan ke - 1 dan Sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 202-2026, 

maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah 

menetapkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang ada, dengan 

menitikberatkan pada peningkatan kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta kualitas 

pemerintahan Desa. 

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

T 
ujuan adalah pemyataan-pemyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani 

isu strategis daerah yang dihadapi. 

Berdasarkan dari isu strategis, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah dikemukakan dimuka maka 

dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah "Meningkatnya Kualitas Pembangunan 

Desa" 

s 
asaran adalah suatu pemyataan basil yang dapat dicapai dalam kurun waktu 

tertentu. Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam 

penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumberdaya yang tersedia 

secara efektif dan efisien. 

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu 

tujuan yang diformulasikan secara terukur, mudah dicapai, rasional, untuk dapat 

dilaksanakan dalamjangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. 

Adapun sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam 

pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu : 

1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, maka ditetapkan 

indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat 

diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator sasaran dimaksud 

sebagaimana berikut : 

34 



No 

1 
1 

2 

Tabel 4.1. 
Tujuan, Sasaran dan lndikator Kinerja 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan 

Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada 
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Tahun Ke-

2022 2023 2024 2025 2026 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Meningkatnya Persent:ase Desa Mandiri 3,81% 10,56% - - -
Kemandirian Desa 1 Meningkatnya Persent:ase Kelembagaan Masyarakat Desa yang 

Perkembangan Potensi aktif 97,30% 97,70% - -
f'li>~A 

2 Meningkatnya Kualit:as Persentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes) 
16% 20% - - -

Penyelenggaraan maju 
Pemerint:ahan Desa Persentase Pemerint:ahan Desa yang berkualit:as 

100% 100% - - -

Pengelolaan Keuangan Tepat Sasaran 
Penyelesaian Administrasi Keuangan Tepat 
T ransparasi 

- Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
3 Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP 

82,82 83 83,2 83,4 83,6 SAKIP Perangkat Daerah 
Meningkatnya Kualit:as Persent:ase Desa Mandiri 11,14% 11,73% 12,32% 
Pembangunan Desa 1 Meningkatnya Persent:ase Desa dengan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kemasyarakatan Desa aktif - - 97,75% 97,80% 97,85% 
Desa 

2 Meningkatnya Kualitas Indeks Tata Kelola Desa 
100% 100% 100% - -

Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa - Pengelolaan Keuangan T epat Sasaran 

- Penyelesaian Administrasi Keuangan Tepat 
Waktu 

- T ransparasi 
Nilai Evaluasi Perkembangan Desa/Kel 

. Administrasi Penyelenggaraan Pemerint:ahan 
yang Baik 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target tujuan dan sasaran setiap tahun semakin meningkat, 
dengan demikian diharapkan capaian hasil kinerja juga meningkat. Sehingga tujuan daerah 
tercapai, sebagaimana berikut : 

Target tujuan dengan indikator Persentase Desa Mandiri, ditargetkan ada penambahan 2 desa 

dengan status Desa Mandiri pada tiap tahunnya. 

Target sasaran ke-1 dengan indikator Persentase Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa aktif, ditargetkan adanya penambahan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

yang aktif 

Target sasaran ke-2 dengan indikator Indeks Tata Kelola Desa, ditargetkan semua Desa Nilai 

Indeks Tata kelola Desanya baik. 

Target sasaran ke-3 dengan indikator Nilai SA.KIP ditargetkan ada penambahan secara 

berkala. 
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4.2. Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

36 



I I j 
H

 lh 
! 

l 

i 
f 

i 
! 

l 
l 

• 
I 

i I 
l 

I 

i 
I 

i 
J 



BABV 

STRA TEGI DAN ARAB KEBIJAKAN 

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan melalui Rencana Strategis Tahun 2024-

2026, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan menerapkan strategi 

dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat 

melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Strategi 

merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai 

serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sebagaimana dijabarkan dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi 

adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi . 

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi dalam 

bab III Renstra ini. Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai 

Tujuan "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa" dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 3 ( tiga) tahun 

mendatang adalah sebagai berikut : 

PENENTUAN ISU STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
Kinerja Kendala Peluang Tantangan Permasalahan Isu Strategis 

Utama 

Meningkatnya 1. Belwn 1. Adanya 1. Regulasi yang 1. Keterbatasan 1. Lemahnya 

Kualitas Optimalnya program/ banyak dan dalam pemahaman 

Pembangunan Pengelolaan kegiatan dari setiap tahun fasilitasi aparatur desa 

Desa Potensi dan pemerintah ada peningkatan terhadap 

Partisipasi pusat dan pembaruan; Kapasitas pengelolaan 

Masyarakat pemerintah 2. Perkembanga pengelolaan pemerintah 

Desa propms1; n teknologi pemerintah desa 

2. Belwn 2. Adanya yang pesat desa 2. Kuragnya 

Optimalnya tenaga 3 . Sarana 2. Pelaksanaan keberdayaan 

Penyelenggara pendamping prasarana desa program dan dan partisiasi 

an an untuk yangkurang kebijakan masyarakat 

Pemerintahan program mendukung; pemberdaya dalam 

Desa kegiatan dan 4 . Pengelolaan an membangun 

3. Belum tugas potensi desa masyarakat desa 

Optimalnya pembantuan yang belum belwn 3. Belwn 

Koordinasi dan optimal. optimal optimalnya 

dengan dekonsentras 3. Beragamnya kelembagaan 

lnstansi 1· 
' 

lembaga ekonomi 

terkait; 3. Tersedianya usaha masyarakat 

4. Terbatasnya lembaga ekonomi desa dalam 

dana kemasyaraka masyarakat upaya 
operasional tan serta di desa dan keberdayaan 

kegiatan; kader - kader keterbatasan ekonomi 

pemberdaya kapasitas desa 
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5. Keterbatasan an 
Kualitas SDM masyarakat; 
Aparatur. 4. Sumber daya 

alam dan 
sumber daya 
desa. 

Strategi 1 : Meningkatkan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Arah kebijakan untuk mendukung strategi 1, antara lain sebagai berikut : 

SDMdalam 

pengelolaan 

a. Peningkatan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa; 

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

Strategi 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Arah kebijakan untuk mendukung strategi 2, antara lain sebagai berikut : 

a. Peningkatan penyelenggaraan penataan desa; 

b. Peningkatan kerjasama desa; 

c. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 

di bidang pemerintah desa, dan keuangan desa; 

d. Peningkatan pengembangan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa. 
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label T-C.26 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah 

Sasaran : Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Peningkatan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan 

5 11 
Persentase Desa dengan Lembaga 

Meningkatkan Kualitas Lembaga kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

asaran . : ka ktif Kemasyarakatan Desa 2 Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kemasyara tan Desa a 

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
1 Peningkatan penyelenggaraan penataan desa 

Meningkatnya Kualitas 2 Peningkatan kerjasama desa 

Pembangunan Desa 3 Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di bidang pemerintah <lesa, dan 
Pemerintahan Desa keuangan desa Sasaran 2.1 : Indek.s Tata Kelola Desa 

4 Peningkatan pengembangan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat dan 
pemerintah desa 

Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah 



BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Penyusunan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Pasuruan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai 

dengan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Pasuruan 2024-

2026. 

Selain itu disajikan pula target indikator kinerja untuk setiap tahunnya dan pada akhir 

periode perencanaan disertai pagu indikatif program dan kegiatan yang merupakan jumlah dana 

yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan 

standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan 

kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kegiatan maupun 

Sub Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolok ukur atau memiliki indikator 

kinerja sebagai alat ukur spesifik yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan/sub 

kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. 

Adapun program dan kegiatan yang digunakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan merupakan program dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, dengan mengacu 

pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan 

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Desa Kabupaten Pasuruan 

menetapkan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan42 (empat puluh dua) sub kegiatan, antara 

lain : 

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 

I) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian I Veifikasi Keuangan SKPD 

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas J abatan 

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 
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6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas J abatan 

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

II Program Penataan Desa 

I) Penyelenggaraan Penataan Desa 

1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 

m Program Peningkatan Kerjasama Desa 

I) Fasilitasi Kerjasama Antar Desa 

1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 

2. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota 

IV Program Administrasi Pemerintahan Desa 

I) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 

2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 

3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 

4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 

5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 

6. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa 

7. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 

8. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

9. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 

10. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 

11. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 

12. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 

13. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 

14. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 

15. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 

V Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat 

Hukum Adat 

I) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa 

dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten I Kota serta Pemberdayaan Masyarakat 

Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah 

Kabupaten I Kata 

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 
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2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 

(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 

3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 

6. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 

Desa 

7. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 

Berikut disampaikan rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, 

dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan 

sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1. 
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TabetT-C 27 I 
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa I 

I 
Kabu!l'len Pasuruan I 

I 

lndikator Kinerja Tujuan, Data CaJ>lian J>lda Ta11tet Kineria Program da.n Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja J>lda akbir F"fiode Unil Kerja Perangkat 
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan SubKegiatan Sasaran, Program, Kegiatan dan Tahun Awal '20'24 2025 2026 Renstra Perangka t Dae rah Daerah Lokasi 

Sub Kel!iatan Perencanaan K Ro K Ro K Ro K Ro Penanggungjawab 
Ill 121 13} (4) 151 (6} 17) (8) 19) (101 1111 112) (131 1141 1151 116) 

ll•nlaebtaya Kaallta1 
Pemball(Uaaa Deaa 

Proeram Peauaj&a( Uruaan Proseatue Dobmea/Laporaa 
Dlaaa Pemberdayaaa Ku. 

2.13,01 Pemerlntahan llaerah Admlalltraat Peraaru.t Deaa 6,170.228.826,00 85% 5.950,588,036 87% 7,549.053.010 90% 8.999.973,183 90% 9,646.835.928 
Kabui-,tea/ Kota yaar balk / aeaual rapl11I 

lluyaruat daa Deaa Pan.nan 

Persentase Konsistensi Jndikator 

/!erenalmm, Penganggarot\ dai 
Kinerp 

Dinas Pemberdayaan 
2.13.01.2.01 Program/ Kegialon/ Subkegiaan 47. 653.100, 00 }00'/1, 37,374.480 100% 59. 799. 168, 00 JOO',. 95. 678. 668, 80 J/)(J';i, 95678.668,80 

Bvaluasi Kine,jl Perangkat Daero/1 
pala dokumen ""'""'"' anggaran 

Masyarakat dan Desa 

dan eooluasi 

·2.13.01.'.;t.01.0l 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencana 

47.653.100,00 
12 

37.374.48:l 
12 

00.7'¥!.168,00 
12 

95.678.668,80 12 Dokumen 95.678.668,&l 
Dinas Pemberdayaan 

Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dokumen Dokumen Dokumen Masyarakat dan Desa 

Mmi11isrrosi Keuangan Perong/ool 
PersenllJSe Laporan Keuar,gan yang 

Dinas Pemberdayaan 
2. 13.01.2.02 sesuai detl/Pl ketenluai da11 dopat 5.348.095.496,00 J00'/1, 5. 255 730. 896 JOO% s. 781. 303. 986 100% 6. 359. 434. 384 ]()()11' 6. 359. 434. 384 

llenlaekataya Daercil 
dipertanggrmgj:JWablwn 

Masyarakat dan Desa 

Akuntabllltu 
Klnerja Peraarkat Jumlah Orang yang menerima Dinas Pemberdayaan 
Daerah 2. 13.01.2.0'2.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

gaji dan tunjangan ASN 
4. 977.360.000,00 33 Orgbln 4.882.590.896 33 Orgbln 5.370,849.986 33 Orgbln 5.907.934.984,16 33 Orgbln 5.907.934.984,16 

Masyarakat dan Desa 

Penyediaan Adminislrasi 
Jumlah Dokumen Hasil 

Dinas Pemberdayaan 
2.13.01.2.0'2.0'2 

Pelaksanaan Tugas ASN 
Penyediaan Adminislrasi 320.070.496,00 2 Dokumen 277.200.000 2 Dokumen 304.920.000,00 2 Dokumen 335.412 .000,00 2 Dokumen 335.412.000,00 

Masyarakat dan Desa 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Dinas Pemberdayaan 

2.13.01.2.0'2.03 Pengujian / Verifikasi Keuangan dan Pengujian / Verifikasi 50.665.000,00 l Dokumen 95.940.000 1 Dokumen 105.534.000,00 1 Dokumen 116.087.400,00 l Dokumen I 16.0S7.400,00 
SKPD Keuangan SKPD 

Masyarakat dan Desa 

2. 13.01.2.05 
Administrosi Kepegawaian Perarigkat PersenllJSe Dokumen Kepegawai.1111 

100% 150. 000. 000, 00 J<mi 165 000. 000, 00 JOO'!. 165 000. 000, 00 
Dinas Pemberdayaan 

Daerril ya,ig akwal d1111 sesuai ketentuan Masyarakat dan Desa 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Dinas Pemberdayaan 
2.13.01.2.05.09 

Berdasarkan Tu gas <Ian Fungsi 
Tugas dan Fungsi yang mengikuti 45 Orang 150.000.000,00 45 Orang 165.000.000,00 45 Orang 165.000.000,00 

Masyarakal dan Desa 
!"ndiidikan dan F"ialiuhan 
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2.1301.2 06 Adminislrosi UrrRlmPe,mgkat Da!rcii 
Persenlase Pemenuhai .4dministm;i 

444. 203. 45KJ, 00 JOO'io m398.s10,oo 100'!6 539.815.216,00 10016 798. 004. 345, Ix} 
Dinas Peml:erdayaan 

100/6 798. 004. 345, W 
UrrR1mPerangkat Dam/h Masyarakat dan Desa 

Penyediaan Peralatan dan 
Jumlah Paket Peralatan dan 

2.13.01.2.05.02 Perlengkapm Kantor yang 95.550.8:Xl,OO !Paket 2,514,000 2 Paket 50.000,000,00 3 Paket 80,000.000,00 3 Paket 80.000,000,00 
Dinas Peml:erdayaan 

Perlengkapm Kantor 
disediakan 

Masyarakat dan Desa 

2.13.01.2.<Xi.03 
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah 

10,000.000,00 1 Paket 10,000.000,00 I Paket 10.000.000,00 
Dinas Pemberdayaan 

Tangga Tangga yang Disediakan 
1 Paket 10,000,000,00 

Masyarakat dan Desa 

2. 13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
Jumlah Paket Bahan Logistik 

77.404.340,00 7Paket 77.292,510 7 Paket 123.668.016,00 7 Paket 197.868.825,60 7Paket 197.868.825,60 
Dinas Peml:erdayaan 

Kantor yang disediakan Masyarakat dan Desa 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Jumlah Paket Barang Cetakan 

Dinas Pemberda yaan 
2.13.01.2.(Xi.05 dan Penggandaan yang 75,922.700,00 2 Paket 73,967.000 2 Paket 118,347.200,00 2 Paket 189,355,520,00 2 Paket !'89.355.s~,oo 

Penggandaan 
disediakan Masyarakat dan Desa 

2.13,01.2.05.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 
Jumlah Lap:iran Fasilitasi 

91.015.650,00 
24 

74,625,000 
24 

119.400.000,00 
24 

131.340,000,00 
24 

131.340,000,00 
Dinas Peml:erdayaan 

Kunjungan Tamu Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Masyarakat dan Desa 

Penyelenggaraan Ra!lll Koordinasi 
Jumlah Lap:iran Penyelenggaraan 

Dinas Pemberdayaan 
2.13.01.2.05,09 Rai:at Koordinasi dan Konsultasi 94.310.000,00 24 Lap:iran 74.000,000 24 Lap:iran 118.400.000,00 24 Lap:iran 189,440,000,00 24 Lap:iran 1'89.440.000,00 

dan Konsultasi SKPD 
SKPD Masyarakat dan Desa 

Pengcr/.im Barong,1,W; fu?rah 
Persentase Peniptwn Bcrang M1ik Dinas Pemberdayaan 

2.1301.2.07 Penwijmg lkusCll Pemerintahai 100'16 250. !XXJ 000, 00 J(Xl'A, 400. !XXJ. 000, 00 100% 400. !XXJ. !XXJ, 00 
DcErah 

/l:rrah Penwipl'g yang tereaisasi Masyarakat dan Desa 

Pengadaan Kendaraan Perorangan 
Jumlah Unit Kendaraan 

2.13,01.2.07.02 Dinas atau Kendaraan Dinas 
Perorangan Dinas atau 

2Unit 250,000.000,00 3 Unit 400,000,000,00 3Unit 400.000,000,00 
Dinas Peml:erdayaan 

Jabatan 
Kendaraan Dinas Jabatan yang MaS)'al'akal dan Desa 
Disediakan 

2.1301.2.08 
PenyediaJn JasaPenunjmg Urusan PersenJaseJasal'enwijmg 

55.904.200,00 100'/6 58. 949.550 100'!6 94 319.280,00 100% 103 751.208,00 JOO% 103.751.208,00 
Dinas Pemberdayaan 

PemerintlhCll fueroh Operasioool K0111or yang tersedia Masyarakat dan Desa 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Jumlah Lap:iran Penyediaan Jasa 

Dinas Pemberdayaan 
2.13,01.2.{8.02 Kourunikasi, Sumber Daya Air 55,904.200,00 3 Lap:iran 58,949,550 3 Lap:iran 94.319,280,00 3 Lap:iran 103,751.203,00 3 Lap:iran 103.751.200,00 

Sumber Daya Air dan Listrik 
dan Listrik yang disediakan 

Masyarakat dan Desa 
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Pemeli/mm &Tang Milik Daeroh 

Persentase Barang Mlik Damn Dinas Peml:.erdayaan 2.13.01.2.09 Penunpng Urusan Pemerinlahal 274. 372. 540, 00 1~ 296 134. 600 100'6 673.815.360,00 100'6 1.078. 104.576,00 1001' I. 724. 967. 321,60 
Daerah 

K<WiisiBaJc Masyarakat dan Desa 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Peroranga.n 

2.13.01.2.09.01 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas 

228.424.140,00 17Unit 250.545.500 19Unit 400.872.800,00 20 Unit 641.396.480,00 20Unit 641.396. 480,00 
Dinas Peml:.erdayaan 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabe.tsn yang dipelihara dan Masyarakat dan Desa 
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan p&jaknya 

Pemeliharaan / Rehalilitasi Gedung 
Jumlah Gedung Kantor dan 

Dinas Peml:.erdayaan 
2. 13.01.2.09.09 

Kantor dan Bangunan Lainnya 
Bangunan Lainnya yang 2Unit 200.000.000,00 2 Unit 320.000.000,00 2Unit 320.000.000,00 

Masyarakat dan Desa 
dipelihara/direhabilitssi 

Pemeliharaan / Rehalilitasi Sarana 
Jumlah Sarana dan Prasarana 

2. 13.01.2.09. JO dan Prasarana Gedung Kantor atsu 
Gedung Kantor atau Bangunan 

45.948.400,00 81 Unit 45.589.100 81 Unit 72.942.560,00 81 Unit 116.708.096,00 81 Unit 116.708.096,00 
Dinas Peml:.erdayaan 

Bangunan Lainnya 
Lainnya yang Masyarakat dan Desa 
di pe lihara/ dire habili Issi 

2.13.02 Propam Peutaan Dua 
PtnentaH Dtn me1111111d 

9.630.000,00 22 15.000.000 29 55.000.000,00 29 88.000.000,00 29 88.000.000,00 
Dillas Pembwlayaan Xab. 

latlJII pnAn.na YIIII memadal lllaayuallat dan Deaa Puuruan 

2. 1302.2.01 Penyelenggarcm Penatm Desa 
Jurruoh Desa yaig nmlapakan 

9.~ .000,00 75Desa 15.000.000 100Desa 55. 000. 000, 00 JOODesa 88. 000. 000, 00 lOODesa 88. 000. GOO, 00 
Dinas Peml:.erdayaan 

fasilitasi samaprascmia Masyarakat dan Desa 

2.13.02.2.-01.06 
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana 

9.630.000,00 75Deaa 15.000.000 100 Desa 55.000.000,00 100 Desa 88.000.000,00 100 Desa 88.000.000,00 
Dinaa Peml:.erdayaan 

Desa Desa Masyarakat dan Desa 
Suann2 : 
llenlqbtnya Penentue Den Y1J11 
Kualltu 

2.13.02 
Propam Penlqbtan Kerjuama membeatu kerjasama antar 

635.350.000,00 78,89% 25.000.000 79,47% 70.000.000,00 -80,06% 94.000.000,00 80,06% 94.000.000,00 
Dillas Pem1"idayaan Xab. 

Penyelell(gUU,n Den deaa clan atn denpa pilw llaayuabt dan Desa PulUlllll 
Pemerintahu Den ketln 

2. 1302.2. 01 Fasuita!i Kerjisa,maitJr Desa 
Persentase Desa ymg ~ 

635. 350. 000, 00 71\891, 25. 000. 000, 00 79,47'1, 70. !XX) 000, 00 80,06'6 94.m.ooo,oo 8(),06'1' 94. 000. 000, 00 
Dinas Peml:.erdayaan 

fasilitasi kerjisa,m Masyarakat dan Desa 

Fasilitasi Kerjasama antsr Desa 
Jumlah Dokumen Ke~a Sama 

Dinas Peml:.erdayaan 
2. 13.02.2.01.01 Antar Desa dalam 30.000.000,00 1 Dokumen 30.000.000,00 I Dokumen 30.000.000,00 1 Dokumen 30.000.000,00 

dalam Kabup&ten/Kota 
Kabup&ten/Kota 

Masyarakat dan Desa 

Fasilitssi Pembangunan Kawasan 
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

18 Dinas Peml:.erdayaan 
2.13.02.2.-01.06 Pembangunan Kawasan 605.350.000,00 25.000.000 1 Dokumen 40.000.000,00 1 Dokumen 64.000.000,00 1 Dokumen 64.000.000,00 

Perdesaan 
Perdesaan 

Dokumen Masyarakat dan Desa 
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PtogramMmlD.istwl 
Persentue Pemerintahu Desa 

Daw Pemberdayun Kab. ~.13.04 yang melabanWJI tata kel* 14.184.383.848,00 100% 10.204A 18.448 100% 18.537.069.517 100% 26.323.311.227 100% l 6.229.711.227 
Pemerllltahan Desa 

de111111 balk 
1(11ya1U1t du Desa Pu11111111 

Pembinllln dan Pengawasm 
Persentase Pemerintdum Desa 

2.13.04.201 Penye/engJaroon Adatmsi 
Y171/1 mendapat dan atau 

14.184. 383. 848 llm, 10 204. 4Ja 448 JOO% 18.537. 069.517 100% 26.323.311.227 JO(!',/, 26.229. 711.227 
Dinas Pemberdayaan 

Pemerintahat Desa 
melaksana>:m pembuum Masyarakat dan Desa 
alninisrasipemerintdm desa 

Fasilitasi Penyelenggaraan 
Jumlah Dokumen 

Dinas Pemberdayaan 
2. 13.04.2.01.01 Penyelenggaraan Administrasi 16.999.000,00 2 Dokumen 20.000.000 2 Dokumen 32.000.000,00 2 Dokumen 51.200.000,00 2 Dokumen 51.200.000,00 

Administrasi Pemerintahan Desa 
Pemerintahan Desa 

Masyarakat dan Desa 

Fasilitasi Pen}11sunan Prociuk 
Jumlah Dokumen Hasil 

Dinas Pemberdayaan 
2.13.04.2.01.02 Penyusunan Prociuk Hukum 128.000.000,00 - 1 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 80.000.000,00 1 Dokumen 128.000.000,00 

Hukum Desa 
Desa 

Masyarakat dan Desa 

Fasilitasi Pen}11sunan Perencanaan 
Jumlah Dokumen Hasil 

24 24 24 Dinas Pemberdayaan 
2. 13.04.2.01.03 Penyusunan Perencanaan 12.091.000,00 9,999.000 15.999.680,00 25.599.488,00 24 Dokumen 25.599.488,00 

Pembangunan Desa 
Pembangunan Desa 

Dokumen Dokumen Dokumen Masyarakat dan Desa 

2.13.04.2.01.04 
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Dokumen Pengelolaan 

36.880.000,00 3 Dokumen 40,000,000 3 Dokumen 64.000.000,00 3 Dokumen 102.400.000,00 3 Dokumen 102.400.000,00 
Dinas Pemberdayaan 

Desa Keuangan Desa Masyarakat dan Desa 

Pembinaan Peningkatan Kaissitas 
Jumlah Ai:aratur Pemerintah 

Dinas Pemberdayaan 
1'2,13.04.2.01.05 Desa yang mengikuti i:embinaan 10.446.092.648,00 3976 Orang 9.200.377.648 3914 Orang 14.720.604.236,80 4172 Orang 23.552.966.778,88 1172 Orang 23.552.966.778,88 

Apiratur Pemerintah Desa 
)peningkatan kainsitas 

Masyarakat dan Desa 

Pembinaan dan Pemberdayaan 
Jumlah Dokumen Hasil 

2.13.04.2.01.08 OOMDesa dan Lembaga Kerjasarna 
Pembinaan dan Pemberdayaan 

1.763.049.600,00 1 Dokumen 188,041.000 1 Dokumen 300.865,600,00 1 Dokumen 481.384.960,00 1 Dokumen 481.384.960,00 
Dinas Pemberdayaan 

antar Desa 
BUMDesa dan Lembaga Masyarakat dan Desa 
Kerjasama antar desa 

Penyelenggaraan Pemilihan, 
Jwnlah La(l)ran Hasil 

2.13.04.2.01.09 Pengangkatan dan Pemberhentian 
Penyelenggaraan Pemilihan, 

723.549,200,00 15 LaJXlran 200,000,000 243 LaJX)ran 1.000.000.000,00 15 LaJXlran 200.000.000,00 15 LaJXlran 200.000,000,00 
Dinas Pemberdayaan 

Keiwa Desa 
Pengangkatan dan Masyarakat dan Desa 
Pemberhentian Keiwa Desa 

Fasilitasi Pengangkatan dan 
Jumlah LaJX)ran Pengangkatan 

Dinas Pemberdayaan 
2.13.04.2.01.10 

Pemberhentian Perangkat Desa 
dan Pemberhentian Perangkat 30.000.000,00 1 La(l)ran 30,000,000,00 1 LaJXlran 30.000.000,00 1 LaJXlran 30,000,000,00 

Masyarakat dan Desa 
Desa 
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Peningkalan Ka,..sitas Kelembagaan 
Jumlah Lembaga Kelemhagaan 

Lemhaga Kemasyarakatan 
Lemhaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

Dinas Pemberdayaan 
2.13.05.2.01.03 Posyandu , LPM dan Karang 63.442,300,00 2 Lembaga 65.000.000 2 Lembaga 104,000,000,00 2 Lembaga 166,400.000,00 2 Lembaga 266.240.000,00 

Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Masyarakat dan Dcsa 
Lembaga Ada! Dcsa/ Kelurahan dan 

Taruna), Lembaga Adat 

Masyarakat Hukum Ada! 
Desa/Kelurahan dan Masyarakat 
HukumAdat 

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong 
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Dinas Pembcrdayaan 
2.13,05.2.01.07 Bulan Bhakti Gotong Royong 299.999,900,00 24 La!X)ran 11.000.000 24 La!X)ran 17.600.000,00 24 Laporan 28.160,000,00 24 Laporao 45.056.000,00 

Royong Masyarakat 
Nasvarakat 

Masyarakat dan Dcsa 

Fasilitasi Pcnyelenggaraan 
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

2.13.05.2,01.08 Ketentraman, Ketertiban dan 
Penyelenggaraan Ketentraman , 

3,960,000,00 1 Dokumen 4,000,000 1 Dokumen 6.400.000,00 1 Daku.men 10.240,000,00 1 Dokumen 16.384,000,00 
Dinas Pcmberdayaan 

lblindungan Masyarakat Desa 
Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dan Dcsa 
Masvarakat Desa 

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 
JumJah Dokumcn Hasil Fasilitasi 
'llm Penggerak PKK dalam 

2. 13.05.2.01.09 
Penyelenggaraan Gerakan 

Penyelenggaraan Gerakan l.2(iJ,970,000,00 1 Dokumen 1.350,000.000 1 Dokumen 2.160.000.000,00 I Dokumen 3.456,000.000,00 I Dokumen 5.529.600,000,00 
Dinas Pcmberdayaan 

Pemberda;-aan Masyarakat dan 
Pemberdayaan Masyarakat dan 

Masyarakat dan Dcoa 
Kesejahteraan Keluarga 

Kesejahteraan Keluarga 

Per1entue Deaa yang 
Program 1'1omberdayaan Lembaga men!ngkat volume u1ahanya Dtnu Pembenlayaan Kab. 

U3.0S Kema1yarallat111, L<>mbaga Adat Oembap ekonomi deaa/Panr 722.900.000,00 7,04% 70.000.000,00 14,08% 262.000.000,00 21,11% 419.200.000,00 21,11% 670,720.000,00 
dan Maayarallat Hub m Adat deaa/ KUB IUMKM dan atau 

lluyarallat dan Deaa Puuruan 

pemantaatllan TTG 

PemberdQ/j00/1 Lembaga 
Kernasyr;akata1 yang bergerak di 
Bidang Pemberdayaa, Desa dan 
i,erru,aga .4dat Tingka Daerah Persentase Desa yang memiliki Dinas Pemberdayaan 

8u aran 2: 2. 13.05,2.01 Kabup<.ien/ Kora serta Pemberdayoon pasardesadnn atllU desayang 722. 900. 000, 00 7,0491, 70. 000. 000, 00 14,08% 262. 000. 000, 00 2.1, JJ'II, 419. 200, 000, 00 21,11% 670. 720. 000, 00 
Men!ngkatnya Mnsyarolwl Hukum Adat yang rneroonfootkan TTG 

Masyarakat dan Dcsa 

K11allta1 Masyarokat Pelakuny:, Hukwn Adat 
Penyelenu uaan yaig Samadalam Daeroh 
Pemerilltahan Dell Kabupaten/ Kora 

Fasil itasi Ptngembangan Usaha 
Jumlah Ookumen Hasil Fasilitasi 
Pengembangan Usaha Ekonomi 

2.13.05.2.01.05 
Ekonomi Masyarakat dan 

Masyarakat dan Pemerintah Desa 580,000,000,00 2 Dokumen 70,000,000 2 Dokumen 112.000.000,00 2 Dokumen 179.200.000,00 2 Dokumen 286, 720.000,00 
Dinas Pemberdayaan 

Pemerintah Desa daJam 
dalam Meningkatkan Penda,..tan 

Masyarakat dan Desa 

Meningkatkan Penda,..tan Asli Desa 
Asli Desa 

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

2.13 .05.2.01.06 
F'asilitasi Pcmerintah Desa dalam Pcmerintab Desa dalam 

142.900.000,00 150,000,000,00 240.000.000,00 
Dinas Pemberdayaan 

Pemanfaatan Teknologi Te,..t Guna Pemanfaatan Teknologi Te,..t 
1 Laporan 1 Laporan 384 .000,000,00 

Masyarakat dan Desa 

Guna 



BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu 

kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output) , hasil (outcome), 

dampak (impact) . Keberadaan indikator kinerja sangat penting baik dalam evaluasi kinerja 

program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan 

pemantauan, monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian 

kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah 

dirumuskan dalam dokumen perencanaan. 

7.1. Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU) 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

telah diatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan 

pemerintah daerah. 

Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 

telah terbagi menjadi 4 sub urusan yaitu : 

1. Untuk sub urusan penataan desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah 

tentang penyelenggaraan penataan desa. 

2. Sub Urusan Kerjasama Desa, dalam sub urusan ini yang menjadi kewenangan 

pemerintah daerah adalah memfasilitasi kerjasama antar Desa dalam 1 ( satu) Daerah 

Kabupaten Kota. 

3. Sub Urusan Administrasi Pemerintahan Desa, yang menjadi kewenangan pemerintah 

daerah adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah 

desa. 

4. Sub Urusan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat 

yang menjadi kewenangan di daerah. 

Berdasarkan sub urusan yang dijabarkan diatas, maka indikator kinerja bidang 

urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan indikator kinerja yang akan menjadi 

tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan. Indikator 

ini merupakan penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan 

daerah. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024-2026 dengan tujuan "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa" 

dengan indikator tujuannya "Persentase Desa Mandiri". Dalam mewujudkan tujuan terebut 

ditunjang dengan beberapa sasaran kinerja beserta indikator kinerjanya. 

7.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (IKK) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja untuk Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Tidang Berkaitan Pelayanan Dasar, 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan IKK Outcome, sebagai berikut : 

1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 

2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 
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Tabel T-C. 28 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Kondisi Kinerja Target capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja 
No Indikator pada awal pada akhir 

periode RPJMD Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode RPJMD 

1 2 3 7 8 6 7 8 9 

IKK : Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 152 Desa 142 Desa 132 Desa 122 Desa 112 Desa 112 Desa 

IKK : Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 
22,37% 25,35% 28,79% 32,79% 37,50% 37,50% 

34 Desa 36 Desa 38 Desa 40 Desa 42 Oesa 42 Desa 

Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa 

Indikator Tujuan : Persentase Desa Mandiri 3,81 10,55 11,14 11,73 12,32 12,32 

Indikator Sasaran : 

1 Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif 97% 97,30% 97,70% - - - -

Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju 16% 16% 20% - - - -
2 

Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas 100% 100% 100% - - - -
3 Nilai SAKIP 82,82% 83% 

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa 

Indikator Tujuan : Persentase Desa Mandiri 11,14 11,73 12,32 12,32 

Indikator Sasaran : 

1 
Persentase Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

97,35% - - 97,75% 97,80% 97,85% 97,85% 
aktif 

2 Indeks Tata Kelola Desa 100% - - 100% 100% 100% 100% 

3 Nilai SAKIP 82,82% - - 83,2% 83,4% 83,6% 83,6% 



BABVIll 

PENUTUP 

Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus konsisten dan 

sinergis dengan dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Oleh karena itu Renstra 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan merupakan dokumen perencanaan 

yang disusun berdasarkan pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Renstra adalah 

dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu 

indikatif pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan 

fungsi setiap perangkat daerah. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan jangka 

menengah perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

perangkat daerah. 

Guna kepentingan pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, maka kaidah-kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Sekretaris dan Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan 

berkewajiban menjamin konsistensi penyusunan Renja Dinas Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dengan berpedoman pada Renstra Renstra Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, agar 

pencapaian target-target Renstra dapat tercapai. 

2. Prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam penguatan peran para pelaku dalam 

pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 

2024-2026 antara lain adalah kemitraan, transparansi, akuntabilitas, peningkatan 

profesionalisme, partisipasi, keberpihakan terhadap kepentingan publik, dan komitmen 

moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan. 

3. Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta 

memastikan konsistensi pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan 

pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

4. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 

dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukkan 

bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana 

pembangunan, hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukan bahwa substansi 

yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (perubahan kebijakan). 
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Apabila terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, goncangan 

politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, 

dan/atau perubahan kebijakan nasional maupun terjadi perubahan struktur organisasi 

perangkat daerah. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

BUPATI PASURUAN,

           ttd.

M.IRSY AD YUSUFKepala Bappelitbangda 

KepalaDPMD 

KabagHukum 

Sekretaris DPMD 

KabidPPM 
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